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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1 Latar Belakang  

 

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen rencana resmi daerah yang 

dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah khususnya dan 

pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam 

masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rencana Strategis (Renstra) 

memuat Tujuan dan Sasaran, Permasalahan dan Isu-isu Strategis, Kebijakan, Program, dan 

Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang disusun dengan 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, 

Rencana Strategis juga memberikan solusi terhadap permasalahan strategis dengan 

mempertimbangkan potensi sumber daya yang tersedia dan dibutuhkan dalam menghadapi 

isu-isu dan permasalahan strategis yang telah terindentifikasi. 

 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

disusun berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 yang berisi tentang  Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional serta menganut pada UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana 

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) dalam jangka waktu 5 tahunan yang 

memuat tujuan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

yang bertujuan sebagai instrumen untuk  menyusun serta mengukur kinerja sesuai tugas dan 

fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagai amanat atas kewajiban perangkat daerah 

tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 

Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada 

RPJMD”. Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 

menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. 

 

Berdasarkan hal tesebut, maka penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021-2026 sebagai sebuah 

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta mengacu pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021 – 2026. 
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Renstra merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, 

program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Dokumen 

Renstra ini berfungsi untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai tujuan serta sasaran 

strategis RPJMD, dan memandu perencanaan program kegiatan serta rencana pendanaan 

oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah 

yang telah ditetapkan didalam RPJMD.  

 

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada 

mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, 

sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang menyusun Renstra sebagai 

upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai salah satu Institusi Teknis dalam 

melaksanakan pembangunan daerah di Kota Bontang. 

 

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang 

dilakukan melalui 3 tahapan yaitu Persiapan Penyusunan Renstra Dinas, Penyusunan 

Rancangan Awal Renstra Dinas, dan Penetapan Renstra Dinas. Adapun penjelasan mengenai 

tahapan penyusunan renstra dinas dijabarkan pada tabel berikut : 

 

Tabel 1.1 Proses Penyusunan Renstra Dinas 

Tahap 1 

Persiapan Penyusunan 

Renstra 

Tahap 2 

Penyusunan Rancangan 

Renstra 

Tahap 3 

Penetapan Renstra Dinas 

1. Pembentukan Tim 

Penyusunan Renstra 

Dinas 

2. Orientasi mengenai 

Renstra Dinas 

3. Penyusunan Jadwal 

Waktu 

1. Pengumpulan dan 

Pengelolaan Data 

2. Penyelarasan RPJMD, 

Renstra K/L, Renstra SKPD 

Provinsi 

3. Perumusan Isu strategis 

4. Perumusan Visi, Misi, 

Tujuan, Sasaran, Strategi, 

Kebijakan, Program dan 

Kegiatan 

5. Pelaksanaan Forum Dinas 

1. Evaluasi Bappeda atas 

Rancangan Renstra Dinas 

2. Penyesuaian dan 

Penyempurnaan 

Rancangan Renstra 

3. Pengesahan Renstra 

Dinas oleh Kepala 

Daerah/Bappeda 

4. Penetapan Renstra Dinas 

oleh Kepala Dinas 

5. Renstra Dinas 



RENCANA STRATEGIS 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 - 2026 

3 
RENSTRA KOTA BONTANG TAHUN 2021 – 2026 

6. Perumusan Hasil 

Penyusunan Rancangan 

Renstra 

7. Rancangan Renstra Dinas 

 

 

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra tahun 

2021–2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang 

mengacu kepada RPJMD Kota Bontang dan memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, 

dan Pertanahan Kota Bontang tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan 

tahunan dalam bentuk Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang 

direncanakan dapat dianggarkan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat 

daerah Provinsi 

 

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bontang tersebut 

selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja atau 

Kinerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang agar 

kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan. Dengan tersusunnya Rencana 

Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan  diharapkan dapat 

menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan pengendalian pembangunan dibidang  

Visi dan Misi 

Walikota Bontang 

RPJPD Kota 

Bontang 

RPJMD Kota 

Bontang 

Renstra 

Kementrian PUPR 

Renstra Dinas 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

Provinsi Kaltim 

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kota Bontang 

Renja Dinas 

Tahun 1 

Renja Dinas 

Tahun 2 

Renja Dinas 

Tahun 3 

Renja Dinas 

Tahun 4 

Renja Dinas 

Tahun 5 
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perumahan, serta dapat menjadi evaluasi tahunan dan 5 tahunan pelaksanaaan rencana 

pembangunan Kota Bontang di bidang  perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. 

 

1.2 Landasan Hukum 

 

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan 

Pertanahan Tahun 2021 – 2026 adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3962); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;  

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 136);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri 

Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
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Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024; 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal 

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; 

17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 5); 

18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang; 

19. Peraturan WaliKota Bontang Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan   

 

1.3.1 Maksud 

 

Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-

2026 ini dimaksudkan sebagai penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan 

Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya dalam jangka waktu ± 5 tahun yang mengacu kepada RPJMD Kota Bontang Tahun 

2021-2026. Penyusunan Renstra ini juga untuk mewujudkan visi, misi  dan program 

pembangunan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih masa bakti 2021-2026, agar dapat 

terwujud secara bertahap melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan 

dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas. 

 

1.3.2  Tujuan 

 

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan ialah :  
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1. Untuk menetapkan tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi 

kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bontang yang telah ditetapkan dalam 

RPJMD Kota Bontang Tahun 2021 – 2026 beserta indikator kinerja dan target kinerja 

pada tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang  Visi dan Misi Wali Kota/Wakil Wali 

Kota Kota Bontang. 

2. Untuk memberikan pedoman bagi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bontang 

dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2021-2026) serta memantapkan 

terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan 

daerah  

3. Untuk Menetapkan tolak ukur capaian kerja dan target kinerja serta pelayanan kepada 

masyarakat oleh Dinas Perumahan dan Permukiman khususnya dalam pelaksanaan 

tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam 

dokumen LKIP, LPPD dan LKPJ tahunan serta LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Dinas 

Perumahan dan Permukiman Kota Bontang. 

 

1.4 Sistematika Penulisan  

 

Sistematika penulisan draft Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Tahun 2021-2026 ini terbagi menjadi tujuh bab dengan rincian sebagai berikut: 

 

Bab I   Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang penyusunan Renstra, Landasan hukum 

penyusunan Renstra, Maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta Sistematika 

penulisan dokumen Renstra. 

Bab II  Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

Bab ini berisi tentang : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja 

Pelayanan Perangkat Daerah; serta Tantangan dan Peluang Pengembangan 

Pelayanan Perangkat Daerah. 

Bab III  Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 

Bab ini berisikan : Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi 

pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan visi, misi dan program Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota; Telaahan renstra; Telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan 

isu-isu strategis. 

Bab IV  Tujuan dan Sasaran 

Bab ini berisi : Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. 
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Bab V Strategi dan Arah Kebijakan  

Bab ini memuat susunan strategi menggunakan analisisi SWOT ataupun strategi 

yang disusun berdasarkan sasaran yang hendak dicapai. 

Bab VI  Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan  

 Bab ini berisi rencana program dan kegiatan OPD selama 5 (lima) tahun kedepan 

yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan 

indikatif. 

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

 Bab ini memuat tentang Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan 

Sasaran RPJMD. 

Bab VIII Penutup 

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra 

OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman 

pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh OPD. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

Isi dari gambaran pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yakni 

memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, 

menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsinya, mengemukakan program dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan mengulas peluang pengembangan dan  

hambatan-hambatan utama yang dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini. 

 

2.1.   Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

 

2.1.1  Dasar Hukum Perangkat Daerah  

 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan merupakan perangkat daerah 

sebagai unsur pelaksana teknis di bidang Perumahan dan Permukiman yang memiliki tugas 

pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman dibentuk sesuai amanat : 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

3. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 5). 
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2.1.2  Struktur Organisasi Perangkat Daerah 
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Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagai 

berikut : 

 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat membawahkan dan mengoordinasikan : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan 

 b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan 

3.  Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum, 

membawahkan dan memgoordinasikan : 

a. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 

b. Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum 

4. Bidang Pertanahan membawahkan dan mengoordinasikan : 

a. Seksi Fasilitasi Pengadaan dan Legalisasi Tanah dan 

b. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah 

5. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan dan memgoordinasikan : 

a. Seksi Pertamanan 

b. Seksi Pemakaman  

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah dan 

7. Jabatan Fungsional  

 

2.1.3  Tugas dan Fungsi Pokok 

 

2.1.3.1  Tugas 

 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok 

membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

 

2.1.3.2 Fungsi 

 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya 

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya 

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai  dengan lingkup tugasnya 
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5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan 

fungsinya 

 

Dalam menyelenggarakan tugas fungsi tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan mempunyai kelembagaan dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

 

1. Kepala Dinas 

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai visi dan misi 

pemerintah Daerah. 

 

Adapun fungsi Kepala Dinas sebagai berikut : 

a. Perenc anaan Program dan kegiatan DPKP2 

b. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan DPKP2 

c. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

d. Penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan 

e. Pengevaluasian dan pelaporan kinerja DPKP2 dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi kepala DPKP2 

 

Selain memiliki fungsi sebagaimana diatas, Kepala Dinas memiliki uraian tugas : 

a. Merumuskan kebijakan di lingkungan DPKP2 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan agar kegiatan berjalan dengan lancar 

b. Menyusun sasaran program dan kegiatan di lingkungan DPKP2 berdasarkan rencana 

strategis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian outcome 

organisasi 

c. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai sasaran program rencana 

strategis 

d. Mengoordinasikan sasaran program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis 

agar kegiatan berjalan lancar 

e. Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingungan DPKP2 sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan 

didiplin pegawai  

f. Mengarahkan jalannya program kegiatan berdasarkan perencanaan dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi  
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g. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang kegiatan organisasi  

h. Menyelenggarakan urusan perumahan, kawasan permukiman dan prasarana sarana 

utilitas umum sesuai rencana strategis dalam rangka pencapaian sasaran pemenuhan 

kebutuhan rumah masyarakat dan penataan pengembangan kawasan permukiman 

kota 

i. Menyelenggarakan urusan pertamanan, pemakaman  dan penerangan jalan umum 

sesuai dengan rencana strategis dalam rangka pemenuhan kebutuhan lingkungan 

dan standar pelayanan perkotaan  

j. Menyelenggarakan urusan pertanahan sesuai dengan encana strategis dalam rangka 

memfasilitasi, melegalisasi dan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah 

pemerintah 

k. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja DPKP2 berdasarkan rencana strategis 

sebagai bahan laporan kinerja instansi pemerintah 

l. Menyusun laporan kinerja DPKP2 berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka 

penguatan akuntabilitas kinerja dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/atasan baik 

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

 

2. Sekretariat 

Sekertariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas, sekretariat mempuyai fungsi sebagai 

berikut : 

a. Perencanaan dan pelaporan program kerja  dan kegiatan  

b. Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di 

lingkungan perangkat daerah 

c. Pengordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan 

ketatausahaan  

d. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan 

keuangan 

e. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor  

f. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan 

pelayanan informasi dan kehumasan  

g. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan 

kepegawaian  
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h. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan 

ketatalaksanaan internal kantor  

i. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

j. Pelaksanaan tugas lain-lain 

 

Dalam menjalankan fungsi diatas, bagian sekretariat dipimpin oleh seseorang sekretaris 

dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, yaitu : 

 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempuyai tugas sebagai berikut :  

 Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan 

kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya 

 Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan 

kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya 

 Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian 

 Melaksanakan administrasi surat menyurat, tata naskah dan kearsipan 

 Melaksanakan administrasi perjalanan dinas 

 Menyusun data dan laporan kepegawaian 

 Memproses administrasi kepegawaian 

 Menghimpun dan memperbarui data dan informasi kepegawaian di 

lingkungan kantor sebagai bahan tindak lanjut proses kepegawaian 

 Mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai baik secara formal dan non 

formal, dalam bentuk sekolah,pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, 

magang, dan sebagainya 

 Mengumpulkan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor sesuai 

standarisasi yang berlaku 

 Mengajukan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

 Mengajukan usulan kebutuhan perlengkapan/rumah tangga kantor 

 Memelihara dan melakukan perbaikan inventaris perlengkapan/rumah tangga 

kantor 

 Melakukan pengawasan dan pengamanan aset di lingkungan kantor 

 Mengatur urusan kehumasan dan keprotokolan internal kantor 

 Menyiapkan dan menyusun jadwal acara kedinasan lingkup kantor 

 Memberikan pelayanan keprotokolan pada kegiatan rapat lingkup kantor 
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 Memberikan pelayanan informasi standar operasional prosedur (SOP) 

pelayanan 

 Melakukan penyusunan standar pelayanan dan regulasi teknis 

ketatalaksanaan khusus internal kantor kewenangan utama perangkat daerah 

 Melakukan koordinasi teknis dengan unit satuan kerja internal terkait 

penyusunan standar teknis ketatalaksaan khusus internal kantor 

 Melakukan fasilitasi penyusunan sistem pengendalian internal/manajemen 

resiko di lingkungan internal kantor 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok 

dan fungsi 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan lingkup bidang tugasnya 

 

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: 

 Menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

 Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan 

kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya 

 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan 

program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya 

 Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan 

 Menyusun bahan tindak lanjut perencanaan dan informasi sebagai bahan 

untuk penyusunan anggaran 

 Melakukan sinkronisasi anggaran kegiatan 

 Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis perangkat daerah 

 Melakukan verifikasi administrasi keuangan 

 Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan administrasi keuangan 

 Menerima kelengkapan administrasi tagihan/berkas untuk pelaksanaan 

proses pembendaharaan 

 Merencanakan pembuatan dan penyampaian SPJ 

 Mengoordinasikan administrasi tagihan/berkas untuk pelaksanaan proses 

pembayaran 

 Mengoordinasikan pembuatan dan penyampaian SPJ 

 Mengevaluasi administrasi tagihan untuk pelaksanaan proses pembayaran 

 Mengevaluasi pembuatan dan penyampaian SPJ 
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 Mengumpul dan mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaporan 

keuangan 

 Menyusun bahan evaluasi monitoring, mengolah data dan informasi sebagai 

bahan pelaporan keuangan 

 Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah 

 Menyusun laporan realisasi semester dan prognosis 

 Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

 Menyusun laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah 

 Mengolah penatausahaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-

undangan 

 Melaksanakan urusan akuntansi keuangan perangkat daerah 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Sub 

Bagian Perencanaan dan Keuangan 

 Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok 

dan fungsi 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan lingkup bidang tugasnya 

 

3. Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas berikut : Melaksanakan 

urusan pertamanan dan pemakaman dan mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan program kerja Bidang Pertamanan dan Pemakaman 

b. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan 

c. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan pertamanan  

d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan pemakaman  

e. Pelaksanaan tugas lain-lain 

 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pertamanan dan Pemakaman dibantu oleh dua 

seksi yaitu : 

 

1. Seksi Pertamanan mempunyai tugas berikut: 

 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan 

pertamanan dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pertamanan 
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 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program 

dan kegiatan Seksi Pertamanan dan perangkat daerah yang berkaitan dengan 

pertamanan 

 Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan bidang pertamanan  

 Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bidang pertamanan 

 Melaksanakan penyelenggaraan bidang pertamanan 

 Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan bidang  pertamanan  

 Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyebarluasan 

informasi dan kebijakan yang berkaitan dengan rencana bidang pertamanan 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan 

pertamanan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta 

dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan 

 Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok 

dan fungsi 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan lingkup bidang tugasnya 

 

2. Seksi Pemakaman mempunyai tugas berikut: 

 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan 

pemakaman dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemakaman 

 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program 

dan kegiatan Seksi Pemakaman dan perangkat daerah yang berkaitan dengan 

pemakaman 

 Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan bidang pemakaman 

 Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bidang pemakaman 

 Melaksanakan penyelenggaraan bidang pemakaman 

 Melaksanakan pengawasan dan pengevaluasian penyelenggaraan bidang 

pemakaman 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan 

pemakaman agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta 

dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan 

 Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok 

dan fungsi 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan lingkup bidang tugasnya 
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4. Bidang Pertanahan mempunyai tugas berikut : Melaksanakan urusan pengadaan tanah 

dan penyelesaian sengketa tanah, dan mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan  

b. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan pengadaan tanah  

c. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan penyelesaian sengketa tanah 

d. Pelaksanaan tugas lain-lain 

 

Dalam menyelenggaraan fungsinya Bidang Pertanahan dibantu oleh 2 (dua) seksi, yaitu 

: 

 

1. Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas berikut : 

 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan 

pengadaan tanah dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengadaan Tanah 

 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program 

dan kegiatan Seksi Pengadaan Tanah dan perangkat daerah yang berkaitan 

dengan pengadaan tanah 

 Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan pengadaan tanah 

 Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan pengadaan tanah 

 Melaksanakan proses pengadaan tanah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

 Menyelenggarakan urusan peningkatan administrasi pertanahan 

 Menyelenggarakan urusan penanganan dan pemanfaatan tanah kosong 

 Menyusun dokumen hukum pengaturan pengadaan tanah 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan 

pengadaan tanah agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan 

 Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok 

dan fungsi 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan lingkup bidang tugasnya 
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2. Seksi Penyelesaian Seketa Tanah mempunyai tugas berikut: 

 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan 

penyelesaian sengketa tanah dengan mengacu kepada Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) 

 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah 

 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program 

dan kegiatan Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah dan perangkat daerah yang 

berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah 

 Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan penyelesaian sengketa 

tanah 

 Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan penyelesaian sengketa 

tanah 

 Menyelenggarakan urusan penanganan sengketa tanah 

 Menyelenggarakan urusan penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah 

 Menyelenggaraan urusan pengelolaan dan pemrosesan rekomendasi 

pemakaian tanah negara 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan 

penyelesaian sengketa tanah agar sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan 

 Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok 

dan fungsi 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan lingkup bidang tugasnya  

 

5. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sarana Prasarana Utilitas Umum 

mempunyai tugas berikut : Melaksanakan urusan perumahan, kawasan permukiman, 

prasarana, sarana dan utilitas umum, dan mempunyai fungsi: 

a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan  

b. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman 

c. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

d. penyelenggaraan urusan prasarana, sarana dan utilitas umum  

e. Pelaksanaan tugas lain-lain 

 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan sarana 

prasarana utilitas umum dibantu oleh 2(dua) seksi, yaitu: 

1. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas berikut : 
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 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan 

perumahan dan kawasan permukiman dengan mengacu kepada Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) 

 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program 

dan kegiatan Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman dan perangkat 

daerah yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman 

 Mengkoordinasikan penyelenggaraan program perumahan dan kawasan 

permukiman 

 Melaksanakan pembinaan urusan perumahan dan kawasan permukiman 

 Melaksanakan penyelenggaraan perumahan 

 Melaksanakan penyelenggaraan kawasan permukiman 

 Melaksanakan pengelolaan Rumah Susun 

 Melaksanakan Pencegahan dan pengentasan kawasan kumuh perkotaan 

 Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan dan 

pengembangan kawasan permukiman 

 Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyebarluasan 

informasi dan kebijakan yang berkaitan dengan rencana urusan perumahan 

dan kawasan permukiman 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan 

perumahan dan kawasan permukiman agar sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang 

ditetapkan 

 Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok 

dan fungsi 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan lingkup bidang tugasnya. 

 

2. Seksi Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas berikut : 

 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan 

prasarana, sarana dan utilitas umum dengan mengacu kepada Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) 

 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum 
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 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program 

dan kegiatan Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan perangkat 

daerah yang berkaitan dengan prasarana, sarana dan utilitas umum 

 Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan prasarana, sarana dan utilitas 

umum 

 Melaksanakan pembinaan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum 

 Menyelenggarakan perwujudan prasarana, sarana dan utilitas umum 

 Melaksanakan pemutahiran data prasarana, sarana dan utilitas umum 

 Melaksanakan fungsi pengawasan bidang prasarana, sarana dan utilitas 

umum 

 Melaksanakan penyelenggaraan urusan penerangan jalan 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan 

prasarana, sarana dan utilitas umum agar sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang 

ditetapkan 

 Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok 

dan fungsi. 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan lingkup bidang tugasnya 

 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

 

2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan 

 

Sampai dengan Bulan Desember 2020, jumlah pegawai pada Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang dan jajarannya sebanyak 71 orang. 

 

Tabel 2.1  Tabel Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan 

Jabatan 

Jenis 

Kelamin 
Golongan Pendidikan 

Lk2 Pr IV III II I 
Pasca 

Sarjana 
Sarjana Dipl SLTA SLTP SD 

Plt. Kepala Dinas √  √     √     

Sekretaris √  √     √     

Kabid Pertanahan √  √     √     

Kabid Perkim  √    √    √      

Kabid Pertamanan 

& Pemakaman 
√  √    √      
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Jabatan 

Jenis 

Kelamin 
Golongan Pendidikan 

Lk2 Pr IV III II I 
Pasca 

Sarjana 
Sarjana Dipl SLTA SLTP SD 

Kasi Pengadaan 

Tanah 
√   √    √     

Plt. Kasi 

Penyelesaian 

Sengketa Tanah 

√  √     √     

Kasi Perumahan & 

Kawasan 

Permukiman 

 √  √   √      

Plt. Kasi Prasarana, 

Sarana, & Utilitas 

Umum 

 √  √    √     

Kasi Pertamanan √   √    √     

Kasi Pemakaman  √  √    √     

Kepala UPT 

Rusunawa 
 √  √    √     

Kasubbag. Tata 

Usaha UPT 

Rusunawa 

√   √     √    

Jlh PNS 32 13 4 29 11 1 3 25 7 8 1 1 

Jlh Honor/PTT 14 11      13 1 10  1 

Jlh PNS + 

Honor/PTT 
46 24 4 29 11 1 3 38 8 18 1 2 

 

 

Tabel 2.2  Tabel Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.

1 0

2 1

3 3

4 9

5 1

6 30

44

1

JUMLAH ORANG

PEJABAT FUNGSIONAL

PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER 

(PRATAMA)
ORANG

ESELON IV a ORANG

ESELON IV b ORANG

NON ESELON ORANG

ESELON II b ORANG

ESELON III a ORANG

ESELON III b ORANG

PEJABAT STRUKTURAL

ESELON JUMLAH



RENCANA STRATEGIS 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 - 2026 

24 
RENSTRA KOTA BONTANG TAHUN 2021 – 2026 

 

2.2.3 Aset Perangkat Daerah 

 

Sarana dan prasarana berupa Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kota Bontang terdiri dari tanah, mesin peralatan, aset tetap dan aset tetap lainnya. Berikut 

tabel aset yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 

Bontang tahun 2020. 

 

Tabel 2.3 Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 

Desember 2020 

 

No Jenis Aset Satuan Volume  Nilai  

1 2 3 4 5 

a. Aset Tetap               

a.  Tanah         4.819.773.327 

b. Peralatan dan Mesin     13.669.481.728 

c. Gedung dan Bangunan     43.492.405.619 

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan     139.219.982.576 

e. Aset Tetap Lainnya     2.007.136.606 

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan     690.066.900 

g. Akumulasi Penyusutan     -38.179.257.085 

Jumlah    165.719.589.671 

b. Aset Tetap Lainnya       

a. Aset Tak Berwujud     5.368.331.747 

b. 
Akumulasi Amortisasi Aset Tak 

Berwujud 
    -3.264.427.217 

Jumlah     2.103.859.530 

TOTAL SELURUH ASET     167.823.449.201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA STRATEGIS 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 - 2026 

25 
RENSTRA KOTA BONTANG TAHUN 2021 – 2026 

2.3 Kinerja Perangkat Daerah 

 

2.3.1 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD  

 

Tabel 2.4  Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan 

N

o. 

Indikator 

Kinerja 

sesuai 

Tugas dan 

Fungsi 

Perangkat 

Daerah 

Target 

Indikato

r 

Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke 

- 

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 202

0 

2021 2017 2018 2019 2020 2021 

 Misi 2 : Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 

 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, kawasan permukiman 

1 Persentase 

rumah 

tidak layak 

huni 

  2% 1,80

% 

1,50

% 

1,30

% 

1% 1,90

% 

6,28

% 

2,35

% 

2,85%   95,00

% 

348,8

9% 

156,6

7% 

219,2

3% 

0,00

% 

2 Persentase 

luas 

kawasan 

permukim

an kumuh 

  60% 30% 40% 20% 0% 59,7

0% 

26,1

3% 

13,2

5% 

13,25

% 

  99,50

% 

87,10

% 

33,13

% 

66,25

% 

0,00

% 

 Urusan Pemerintahan Bidang Pertamanan dan pemakaman 

3 Persentase 

capaian 

RTH yang 

Berkualita

s  

  20,5

0% 

21% 21,5

0% 

22% 22,5

0% 

    21,5 20,88

% 

  0 0 100 94,91

% 

0 

4 Persentase 

fasilitas 

PJU  

  48,1

2% 

50,1

6% 

52,7

2% 

56,0

5% 

59,8

9% 

48,2

8% 

51,7

3% 

52,7

2% 

56,06

% 

  100,3

3% 

103,1

3% 

100,0

0% 

100,0

2% 

0,00

% 

  
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 

5 Persentase 

tanah milik 

pemkot 

Bontang 

yang 

bersertifik

at 

      34,9

0% 

39,7

0% 

44,5

0% 

    30,6

2 

30,73

% 

      87,73

639 

77,41

% 

0 

6 Persentase 

luas 

kawasan 

APL yang 

terinventa

risasi 

      36,5

0% 

61,7

7% 

86,6

7% 

    36,8

8 

36,88

% 

      101,0

411 

59,71

% 

0 

 

 

Dari tabel pencapaian kinerja perangkat daerah yang telah terealisasi diatas, maka dapat 

disimpulkan : 

 

 

 



RENCANA STRATEGIS 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 - 2026 

26 
RENSTRA KOTA BONTANG TAHUN 2021 – 2026 

1.   Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman  

Dari pencapaian target program kinerja dari tahun 2017-2020 yang telah dihasilkan, 

pada bidang ini terbilang sangat bagus karena rata-rata rasio pencapaian kinerja lebih 

dari 100%. Kedua program yang dikerjakan dapat berjalan setiap tahunnya, namun 

masih terdapat penurunan kinerja rasio realisasi. Untuk data capaian kinerja pada tahun 

2021 belum tersedia. Dan juga kinerja SPM sepenuhnya telah tercapai yaitu  rumah layak 

huni bagi masyarakat. 

 

Adapun faktor keberhasilan dalam peningkatan kinerja tersebut dilakukan dengan 

mengidentifikasi permasalahan pada target lokasi yang telah ditentukan dengan 

memusatkan penyelesaiannya permasalahan. Sedangkan faktor penyebab penurunan 

capaian kinerja disebabkan kurangnya sumberdaya manusia serta operasional 

penunjang kegiatan tersebut. 

 

2.  Urusan Pemerintahan Bidang Pertamanan dan Pemakaman 

Dari pencapaian target program kerja dari tahun 2017-2020 yang telah direalisasikan, 

masih terdapat program kerja yang belum terlaksana pada tahun 2017 dan 2018 yaitu 

program kerja RTH. Sedangkan untuk terlaksananya program kerja PJU  sangat baik 

dengan nilai rata-rata rasio pencapaian 100% dan masih terlaksana dari tahun 2017-

2020. Untuk nilai rata-rata rasio pencapaian  program kerja RTH didapatkan 48,58% 

karena diakibatkan tidak terlaksananya program kerja ini pada tahun 2017 dan 2018. 

Sedangkan untuk data capaian kinerja tahun 2021 belum tersedia.  

 

Adapun faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya capaian kinerja diakibatkan 

karena kurangnya ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan yang mana terdapat 

beberapa kegiatan terutama kegiatan-kegiatan pengadaan lahan RTH yang 

membutuhkan proses yang cukup panjang, yaitu terkait legalitas dan kajian administrasi, 

sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan, serta permasalahan lain yaitu kurangnya 

sumber daya manusia (SDM). 

  

Sedangkan faktor keberhasilan untuk peningkatan akses penerangan jalan sudah 

terpenuhi target ini bisa dilihat dari program pemeliharaan/pengembangan sistem 

kelistrikan dan penerangan jalan, dimana dalam program ini ada kegiatan yang 

memenuhi kebutuhan penerangan jalan umum, penerangan jalan lingkungan dan 

penerangan komunal untuk permukiman di atas air. Dan pemenuhan ini setiap tahun 

telah tersebar pada 3 kecamatan di Kota Bontang. Serta untuk peningkatan kualitas 

ruang terbuka hijau tidak lepas dari pencapaian semua program yang mendukungnya 
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antara lain program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Dimana program ini juga 

melaksanakan penataan RTH untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau kota 

Bontang. 

 

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 

 

Dari pencapaian target program kerja dari tahun 2017-2020 yang telah direalisasikan, 

rata-rata program kerja masih belum terlaksana pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan 

untuk terlaksananya program hanya pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini terbilang kurang 

baik karena nilai rata-rata rasio pencapaian  program kerja yang telah dikerjakan masih 

dibawah 50%. Pada rencana target capaian kinerja hanya direncanakan dari tahun 2019-

2021 oleh Renstra Dinas Perumahan, Kawasann Permukiman dan Pertanahan tahun 

2017-2021. Dan untuk data capaian kinerja tahun 2021 masih belum tersedia. 

 

Adapun faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya capaian kinerja ini dikarenakan 

adanya rasionalisasi anggaran akibat dampak pandemi covid – 19 serta kurangnya 

ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan fasilitas, sertifikasi lahan dan identifikasi 

capai batas lahan. 
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2.3.2  Tabel Keuangan atau anggaran sesuai kinerja Pelayanan OPD 

 

Tabel 2.5  Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2021 

  Uraian dan Bidang 

Urusan 

Pemerintahan  

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan anggaran 

tahun ke- 

Rata-rata 

pertumbuha

n 

  2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

Angg

aran 

Real

isasi 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Urusan Pemerintahan Bidang Kesekretariatan     

1 PROGRAM 

PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

Rp879.0

73.000 

Rp2.368.

915.000 

Rp3.416.

765.974 

Rp2.216.

138.213 

  Rp785.7

26.538 

Rp2.132.

277.301 

Rp3.257.

938.738 

Rp2.010.

888.378 

  89,3

8 

90,0

1 

95,3

5 

    36% 37% 

2 PROGRAM 

PENINGKATAN 

SARANA DAN 

PRASARANA 

APARATUR 

Rp61.21

9.200 

Rp1.235.

177.050 

Rp895.76

0.000 

Rp398.62

9.000 

  Rp61.01

4.250 

Rp1.204.

592.000 

Rp891.37

6.480 

Rp389.52

2.000 

  99,6

7 

97,5

2 

99,5

1 

97,7

2 

  87% 86% 

3 PROGRAM 

PENINGKATAN 

DISIPLIN 

APARATUR 

Rp1.435.

287.783 

Rp204.14

2.500 

  Rp308.64

0.000 

  Rp697.6

22.237 

Rp202.43

0.250 

  Rp306.70

0.000 

  48,6

1 

99,1

6 

  99,3

7 

  -

40% 

24% 

4 PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

SUMBER DAYA 

APARATUR 

  Rp198.00

0.000 

Rp102.00

0.000 

Rp17.500

.000 

    Rp69.000

.000 

Rp100.50

0.000 

Rp17.500

.000 

    34,8

5 

98,5

3 

100   -

70% 

50% 



 

29 
RENSTRA KOTA BONTANG TAHUN 2021 – 2026 

5 PROGRAM 

PENYEBARLUASA

N INFORMASI 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Rp51.00

0.000 

Rp25.000

.000 

      Rp50.21

0.000 

Rp24.600

.000 

      98,4

5 

98,4       -

51% 

-

51% 

6 PROGRAM 

PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM 

PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA 

DAN KEUANGAN 

    Rp4.500.

000 

Rp4.500.

000 

      Rp2.770.

800 

Rp3.750.

000 

      61,5

7 

83,3

3 

  0% 35% 

7 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

DATA/INFORMASI 

Rp1.000.

000 

    Rp109.58

0.150 

  Rp1.000.

000 

    Rp103.60

0.000 

 
100     94,5

4 

  379

% 

370

% 

  Jumlah : Rp2.427.

579.983 

Rp4.031.

234.550 

Rp4.419.

025.974 

Rp3.054.

987.363 

  Rp1.595.

573.025 

Rp3.632.

899.551 

Rp4.252.

586.018 

Rp2.831.

960.378 

  65,7

269 

90,1

187

8 

96,2

335

6 

92,6

995

8 
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8 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN 

Rp587.7

50.000 

Rp466.26

4.000 

Rp5.642.

820.840 

Rp2.741.

857.279 

Rp3.956.

516.626 

Rp475.3

28.000 

Rp441.55

6.096 

Rp5.029.

638.240 

Rp2.555.

774.131 

Rp1.730.

950.046 

80,8

7 

94,7 89,1

3 

93,2

1 

43,7

5 

61% 38% 

9 PROGRAM 

PENATAAN 

PERMUKIMAN 

LINGKUNGAN  

Rp1.546.

563.000 

Rp5.160.

730.000 

Rp300.00

0.000 

    Rp1.182.

780.718 

Rp4.506.

667.825 

Rp274.46

3.590 

    76,4

8 

87,3

3 

91,4

9 

    -

56% 

-

52% 

10 PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOT

A 

        Rp11.500

.503.840 

        Rp6.218.

065.515 

        54,0

7 

0% 0% 
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11 PROGRAM 

LINGKUNGAN 

SEHAT 

PERUMAHAN 

  Rp4.407.

750 

Rp415.17

0.000 

Rp51.880

.000 

    Rp219.63

8 

Rp315.63

5.000 

Rp43.822

.000 

    4,98 76,0

3 

84,4

7 

  243

% 

131

3% 

12 PROGRAM 

PENATAAN 

PERMUKIMAN 

KUMUH 

    Rp1.006.

272.000 

Rp229.96

0.000 

Rp1.500.

345.662 

    Rp925.58

2.061 

Rp227.80

3.850 

Rp64.993

.600 

    91,9

8 

99,0

6 

4,33 22% -

74% 

13 PROGRAM 

KAWASAN 

PERMUKIMAN 

        Rp12.434

.367.000 

        Rp232.33

4.400 

        1,87 0% 0% 

14 PROGRAM 

PENINGKATAN 

PRASARANA, 

SARANA DAN 

UTILITAS UMUM 

(PSU) 

        Rp37.833

.677.440 

        Rp3.274.

258.859 

        8,65 0% 0% 

15 PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

JALAN DAN 

JEMBATAN 

Rp50.81

2.000 

        Rp28.74

7.000 

        56,5

7 

        0% 0% 

16 PROGRAM 

PENINGKATAN 

INFRASTRUKTUR 

PERMUKIMAN 

Rp3.620.

927.800 

    Rp17.476

.572.396 

  Rp3.340.

403.000 

    Rp17.042

.061.600 

  92,2

5 

    97,5

1 

  69% 72% 

17 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

BANJIR 

  Rp480.07

2.000 

Rp7.746.

420.000 

      Rp477.64

0.000 

Rp0       99,4

9 

0     1514

% 

0% 

18 PROGRAM 

PENINGKATAN 

INFRASTRUKTUR 

PERMUKIMAN 

  Rp50.827

.955.650 

Rp29.101

.333.100 

      Rp39.377

.148.800 

Rp24.381

.067.368 

      77,4

7 

83,7

8 

    -

43% 

-

38% 
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  Jumlah : Rp5.806.

052.800 

Rp56.939

.429.400 

Rp44.212

.015.940 

Rp20.500

.269.675 

Rp67.225

.410.568 

Rp5.027.

258.718 

Rp44.803

.232.359 

Rp30.926

.386.259 

Rp19.869

.461.581 

Rp11.520

.602.420 

86,5

865

1 

78,6

857

8 

69,9

501

8 

96,9

229

3 

17,1

372

7 
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19 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

AREAL 

PEMAKAMAN 

Rp374.5

30.000 

Rp1.136.

842.760 

Rp1.358.

972.070 

Rp1.224.

045.544 

  Rp341.8

79.500 

Rp1.060.

694.717 

Rp1.306.

812.712 

Rp1.158.

987.659 

  91,2

8 

93,3 96,1

6 

94,6

9 

  48% 50% 

20 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

RUANG TERBUKA 

HIJAU (RTH) 

Rp4.406.

699.000 

Rp8.904.

155.589 

Rp37.397

.181.863 

Rp18.873

.221.754 

  Rp4.161.

402.047 

Rp8.198.

129.085 

Rp12.508

.953.939 

Rp12.968

.731.882 

  94,4

3 

92,0

7 

33,4

5 

68,7

1 

  62% 46% 

21 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

KEANEKARAGAMA

N HAYATI 

(KEHATI) 

        Rp15.401

.951.086 

        Rp15.399

.962.748 

        18,1

3 

0% 0% 

22 PROGRAM 

PEMELIHARAAN/

PENGEMBANGAN 

SISTEM 

KELISTRIKAN DAN 

PENERANGAN 

JALAN 

Rp5.201.

355.000 

Rp10.522

.828.300 

Rp12.340

.427.110 

Rp12.912

.677.626 

  Rp4.849.

611.229 

Rp9.268.

049.860 

Rp11.525

.390.763 

Rp12.211

.423.275 

  93,2

3 

88,0

8 

93,4 94,5

7 

  35% 36% 

  Jumlah : Rp9.982.

584.000 

Rp20.563

.826.649 

Rp51.096

.581.043 

Rp33.009

.944.924 

Rp15.401

.951.086 

Rp9.352.

892.776 

Rp18.526

.873.662 

Rp25.341

.157.414 

Rp26.339

.142.816 

Rp15.399

.962.748 

93,6

921 

90,0

944

8 

49,5

946

2 

79,7

915

4 

99,9

870

9 
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23 PROGRAM 

PENINGKATAN 

SARANA DAN 

PRASARANA 

APARATUR DAN 

SISTEM 

ADMINISTRASI 

PERTANAHAN 

Rp9.478.

253.000 

Rp4.525.

930.590 

Rp2.028.

015.424 

Rp929.12

4.224 

  Rp447.7

34.640 

Rp3.251.

140.937 

Rp1.510.

005.910 

Rp768.60

9.612 

  4,72 71,8

3 

74,4

6 

    -

54% 

20% 

24 PROGRAM 

PENINGKATAN 

ADMINISTRASI 

PERTANAHAN 

  Rp571.90

3.596 

        Rp337.36

4.782 

        58,9

9 

      0% 0% 

25 PROGRAM 

PENYELESAIAN 

SENGKETA TANAH 

GARAPAN 

        Rp624.65

5.379 

        Rp58.056

.500 

        9,29 0% 0% 

26 PROGRAM 

PENYELESAIAN 

GANTI KERUGIAN 

DAN SANTUNAN 

TANAH UNTUK 

PEMBANGUNAN 

        Rp699.34

2.251 

        Rp440.76

3.888 

        63,0

3 

0% 0% 

27 PROGRAM 

PENATAGUNAAN 

TANAH 

        Rp106.59

3.881 

        Rp52.621

.800 

        49,3

7 

0% 0% 

  Jumlah : Rp9.478.

253.000 

Rp5.097.

834.186 

Rp2.028.

015.424 

Rp929.12

4.224 

Rp1.430.

591.511 

Rp447.7

34.640 

Rp3.588.

505.719 

Rp1.510.

005.910 

Rp768.60

9.612 

Rp551.44

2.188 

4,72

381 

70,3

927

5 

74,4

573

2 

82,7

241 

38,5

464

5 
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Gambar 2.2  Grafik perbandingan antara Pagu dan Realisasi Anggaran Bidang 

Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2021 

 

Adapun kesimpulan dari grafik perbandingan antara Pagu dan Realisasi Anggaran 

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diatas, diketahui dari tahun 2017 

hingga bulan Agustus 2021, rasio capaian anggaran keuangan dari semua program 

kinerja dapat dikatakan cukup baik, hal ini dikarenakan persentase anggaran yang 

terserap lebih dari 50 %. Namun untuk tahun 2021 realisasi dari jumlah anggaran 

masih terbilang cukup rendah karena hanya mencapai rasio 17,14% dari jumlah 

anggaran. Tidak tercapainya rasio realisasi anggaran dikarenakan keterbatasan 

sumber daya manusia, tidak tercapainya target kinerja dan karena keterbatasan 

waktu pengerjaan akibat adanya masalah pandemi Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Grafik Perbandingan antara Pagu dan Realisasi Anggaran Bidang 

Pemakaman, dan Pertamanan Tahun 2017-2021 
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Adapun kesimpulan dari grafik perbandingan antara Pagu dan Realisasi Anggaran 

Bidang Pemakaman dan Pertamanan diatas, diketahui dari tahun 2017 hingga bulan 

Agustus 2021, rasio capaian anggaran keuangan dari semua program kinerja dapat 

dikatakan cukup baik, hal ini dikarenakan persentase anggaran yang terserap lebih 

dari 50 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4  Grafik perbandingan antara Pagu dan Realisasi Kinerja Bidang 

Sekretariat Tahun 2017-2021 

 

Adapun kesimpulan dari grafik perbandingan antara Pagu dan Realisasi Anggaran 

Bidang Sekretariat diatas, dapat diketahui dari tahun 2017 hingga bulan Agustus 

2021, rasio capaian anggaran keuangan dari semua program kinerja dapat terbilang 

cukup baik, hal ini dikarenakan persentase anggaran yang terserap lebih dari 50 %. 

Namun pada tahun 2021 tidak ada program serta kinerja yang dikerjakan oleh 

Bidang Sekretariat DPKPP, sehingga tidak adanya nilai dari pagu dan realisasi 

anggaran pada tahun 2021. 
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Gambar 2.5  Grafik perbandingan antara Pagu dan Realisasi Kinerja Bidang 

Pertanahan Tahun 2017-2021 

 

Adapun kesimpulan dari grafik perbandingan antara Pagu dan Realisasi Anggaran 

Bidang Pertanahan, dapat diketahui dari tahun 2017 hingga bulan Agustus 2021, 

rasio capaian anggaran keuangan dari semua program kinerja dapat terbilang masih 

cukup baik. Hal ini dikarenakan persentase anggaran yang terserap lebih dari 50 % 

yaitu sebesar 54,17%. Namun jika dilihat dari segi pencapaian kinerja, pada tahun 

2017 terbilang sangat buruk karena rasio terserapnya anggaran hanya sebesar 

4,72%. 

 

Dari semua pembahasan mengenai realisasi anggaran pada masing-masing Bidang 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat ditarik satu 

kesimpulan bahwa rata-rata semua realisasi anggaran yang terserap terbilang 

cukup baik, namun masih ada program yang tidak terlaksana dengan baik dan tidak 

terlaksana sama sekali. Hal ini menjadi pertimbangan untuk memperbaiki sistem 

kerja OPD serta menambah SDM agar program kinerja yang ditentukan dapat 

berjalan dengan baik atau sangat baik. Namun tidak terlaksananya program kerja 

dapat dikarenakan oleh penghambat eksternal seperti pandemi Covid-19. 
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2.4  Tantangan dan Peluang Pelayanan OPD 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa tantangan dan 

peluang pengembangan dalam upaya peningkatan kinerja layanan Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang. Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai OPD yang baru 

mempunyai peluang yang sangat besar untuk melakukan pengembangan 

pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun secara bersamaan 

banyak pula tantangan yang dihadapai untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi secara maksimal. Berdasarkan Hasil Analisis atas Renstra Kementerian 

Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023, RTRW dan KLHS serta 

identifikasi internal, diidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan 

pelayanan SKPD sebagai berikut. 

 

2.4.1 Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana 

Utilitas Umum,  

1. Tantangan-tantangan : 

a. Masih terdapat 61,7 persen rumah tangga yang menempati hunian 

tidak layak berdasarkan empat aspek kelayakan dalam ketahanan 

bangunan, luas lantai per kapita, air minum, dan sanitasi dimana 

sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh.  

b. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai keandalan 

bangunan dalam pengurangan risiko terhadap bencana, serta tertib 

bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh.  

c. Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di 

dekat tempat bekerja menyebabkan masyarakat tinggal di hunian 

tidak layak (57,70 persen), dimana sebagian diantaranya menempati 

permukiman kumuh atau ilegal.  

d. Belum terdapat referensi dokumen perencanaan sektoral tunggal. 

Untuk bidang perumahan dan permukiman, terdapat Rencana 

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan 
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Permukiman (RP3KP), Rencana Pencegahan dan Peningkatan 

Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP), dan Rencana 

Kawasan Permukiman (RKP). Dokumen perencanaan yang telah 

disusun perlu disinergikan baik secara program, kegiatan, dan 

pendanaannya dengan melibatkan sektor dan pemangku 

kepentingan terkait (pemerintah pusat, daerah, swasta, dan 

masyarakat).  

e. Urbanisasi yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan 

tekanan terhadap pemenuhan infrastruktur dasar(air minum, 

sanitasi, limbah, dan permukiman kumuh)  

f. Konsep smart city saat ini menjadi salah satu tujuan pembangunan 

perkotaan dimana pemanfaatan TIK yang handal dalam layanan 

perkotaan menjadi salah satu aspek penting.  

g. Kecenderungan peningkatan kebutuhan penyediaan rumah layak 

huni di perkotaan yang semakin tinggi seiring semakin dominannya 

jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan  

h. Urban Sprawl karena pembangunan rumah yang cenderung 

menyebar ke kawasan peri urban/perdesaan;  

i. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai 

dan kurang teintegrasi dengan sistem perkotaan;  

j. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan rumah sewa untuk 

kelompok MBR (social rental housing) dan rumah singgah (social 

housing) bagi masyarakat miskin/homeless;  

k. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai 

kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko terhadap bencana, 

serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman 

kumuh;  

l. Akses terhadap pembiayaan perumahan belum optimal:  

 Rasio KPR masih di bawah 3 persen (2017)  

 Fasilitasi pembiayaan belum dapat diakses secara luas oleh 

seluruh masayarakat (misal: pekerja informal dan yang 

membangun rumah secara swadaya)  
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m. Belum mapannya system pembiayaan perumahan:  

 Jumlah KPR beresiko rendah dan berkelanjutan masih terbatas.  

 Lembaga penyalur KPR masih terbatas  

n. Skema subsidi perumahan yang ada belum optimal:  

 Subsidi yang ada cukup membebani fiscal pemerintah sehingga 

memiliki isu berkelanjutan  

 Subsidi yang ada bersifat regresif  

o. Minimnya alokasi APBD untuk perumahan.  

p. Harga rumah yang ditawarkan tidak sebanding dengan daya beli 

masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mengakibatkan 

masyarakat lebih memilih bermukim di area kumuh dan tidak layak 

huni. 

q. Masih adanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang 

kesulitan mendapatkan akses perbankan untuk mengambil kredit 

rumah 

r. Komponen-komponen permukiman layak huni yang belum 

terpenuhi diantaranya adalah akses terhadap perumahan, sanitasi, 

jalan lingkungan dan PSU permukiman lainnya.  

s. Masih terdapat permukiman kumuh dan masih terjadi banjir 

t. Belum tersusunnya data base terkait pembangunan perumahan dan 

penataan kawasan permukiman didalam akses website Dinas 

Perumahan, kawasan Permukiman dan pertanahan Kota Bontang 

u. Perlu dilakukan perbaikan delivery system penyediaan rumah layak 

huni, dimulai dari pengadaan tanah, perizinan, pembangunan, 

pemanfaatan inovasi teknologi serta adaptasi terhadap perubahan 

iklim dan resiko bencana, mengakomodasi desain tradisional 

setempat dan budaya bermukim masyarakat adat, hingga 

peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan 

perumahan;  

2 Peluang-peluang ; 

a. Adanya kebijakan Nasional tentang bantuan atau subsidi harga 

rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat 
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berpenghasilan Rendah (MBR) (Pemenuhan kebutuhan akan hunian 

bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman) 

b. Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit dicapai melalui 

pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang 

dibutuhkan sebesar Rp. 780 Triliun melalui 20-30% APBN/APBD 

dan 70-80% swasta/masyarakat. 

c. Adanya keterpaduan pengembangan permukiman dengan sektor 

lain untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak 

huni dan berkelanjutan 

d. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mempermudah pelayanan kepada masyarakat di bidang 

perumahan, permukiman, dan pertanahan. 

e. Adanya prioritas nasional dalam mengurangi kawasan kumuh 

menjadi nol persen yaitu : zero backlog rumah bagi MBR 3 juta unit, 

dicapai melalui pembangunan sebesar 4,88 juta unit. Jumlah 

anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 1220 Triliun melalui 20-30% 

APBN/APBD dan 70-80% swasta/masyarakat. 

f. Pemerintah memfasilitasi atau mendorong agar setiap keluarga 

khususnya yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR) dapat menghuni rumah yang layak, baik dengan 

sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri maupun tinggal 

dirumah milik kerabat / keluarga selama terjamin kepastian 

bermukimnya. 

g. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni 

merupakan upaya pencapaian SDG’s (Suistainable Development 

Goal’s) yang ke-13 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan. 

h. Program rumah sehat dan layak huni bagi penduduk miskin 

i. Adanya kebijakan kepala daerah untuk meningkatkan kualitas SDM 

dengan memberi pelatihan serta sertifikasi untuk tenaga ahli. 



RENCANA STRATEGIS 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 - 2026 

40 
RENSTRA KOTA BONTANG TAHUN 2021 – 2026 

j. Adanya kebijakan pembatasan pembangunan permukiman diatas 

laut 

 

2.4.2 Bidang Pertanahan 

1. Tantangan-tantangan ; 

a. Belum adanya peraturan tentang penyelenggaraan pengadaan tanah. 

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan penyelesaian masalah 

sengketa tanah. 

c. Belum adanya peraturan tentang pengaturan kepemilikan tanah 

d. Belum adanya peraturan tentang penatagunaan tanah 

e. Belum adanya sistem informasi pertanahan atau data base peta 

luasan tanah kosong atau tata guna tanah. 

f. Kurangnya kelengkapan Administrasi kepemilikan tanah 

masyarakat atau Belum terselesaikannya sertifikasi tanah-tanah 

masyarakat. 

g. Belum terselesaikannya sertifikasi tanah aset pemerintah. 

h. Belum terpenuhinya pemahaman proses pengadaan tanah dan 

penyelesaian masalah sengketa tanah oleh masyarakat. 

i. Masih kurangnya jumlah SDM serta sarana pendukung operasional 

pertanahan. 

2. Peluang-peluang ; 

a. Adanya kebijakan pengadaan tanah bagi program-program 

pembangunan fasilitas umum dan perkantoran pemerintah bagi 

pelayanan masyarakat. 

b. Adanya kebijakan kepala daerah untuk percepatan dan 

keberlanjutan pembangunan nasional. 

c. Adanya kebijakan nasional tentang pendaftaran tanah sistematis 

lengkap. 

d. Adanya kebijakan penatagunaan tanah  
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e. Arahan untuk penyelesaian permasalahan tanah dan sengketa 

kepemilikan tanah  

 

2.4.3 Bidang Pertamanan dan Pemakaman 

1. Tantangan-tantangan ; 

a. Kurangnya ruang terbuka hijau yang berkualitas 

b. Masih terbatasnya fasilitas dan keberlangsungan penanganan taman 

perkotaan.  

c. Belum adanya peraturan pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan tata kelola taman 

pemakaman umum dan arti penting kelestarian taman di perkotaan. 

Mendorong untuk perwujudan UPT Taman Kota dan TPU. 

e. Masih kurangnya SDM pelaksana teknis penataan taman dan 

pemakaman yang kompeten dan profesional. 

 

2. Peluang-peluang ; 

a. Adanya kebijakan nasional mengenai ketersediaan ruang terbuka 

hijau pada setiap perencanaan pengaturan ruang wilayah setiap 

kab./kota sebesar 30% dari luas wilayah kota. 

b. Adanya kebijakan penetapan kawasan Hutan Taman Nasional Kutai 

seluas 192.709,55 Ha di Kota Bontang. 

c. Adanya peningkatan RTH pada lahan kosong. 

d. Mewujudkan kepedulian masyarakat untuk melestarikan dan 

menghijaukan Kota Bontang. 

e. Adanya upaya tambahan untuk menambah Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) dan hutan kota 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

 

Permasalahan terkait perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan 

merupakan persoalan yang kompleks dan dinamis. Kompleksitas persoalan tidak 

hanya menyangkut variable masalah yang luas, namun juga menyangkut 

optimalisasi integrasi dan sinergitas lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan 

dalam pengembangan perencanaan dan pengendalian kebijakan, strategi dan 

program agar lebih menyentuh akar permasalahan yang mendasar. Sementara, sisi 

dinamis dari persoalan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan adalah 

terkait bahwa persoalan tersebut memiliki kecenderungan untuk meningkat, 

dengan faktor penyebab yang beragam dari tahun ke tahun sehingga memerlukan 

penanganan yang komprehensif, tidak hanya penanganan masalahnya semata 

namun juga penanganan yang bersifat antisipatif atas potensi permasalahan yang 

dapat muncul di kemudian hari.  

 

Adapun beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang pada tahun 2020 yang tertera 

pada LKjIP , antara lain: 

 

1. Rasionalisasi Anggaran yang disebabkan Wabah Covid-19 berdampak pada 

kurang tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah. 

2. Kurangnya ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan yang mana terdapat 

beberapa kegiatan terutama kegiatan-kegiatan pengadaan lahan RTH yang 

membutuhkan proses yang cukup panjang, yaitu terkait legalitas dan kajian 

administrasi, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan. 

3. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas 

Umum, mengalami kesulitan dalam sistem pengawasan pembangunan APBD 

dan APBN dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan operasional 

penunjang kegiatan tersebut. 

4. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, mengalami permasalahan dalam 

pelaksanaan penataan pemakaman karena kurangnya fasilitas, sarana dan 
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prasarana. Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah kurangnya Sumber 

Daya Manusia (SDM).   

5. Bidang Pertanahan, mengalami permasalahan lebih kepada kurangnya 

ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan fasilitasi, sertifikasi lahan dan 

identifikasi tapal batas lahan. 

 

Secara umum permasalahan pembangunan terkait perumahan, kawasan 

permukiman, dan pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang pada tahun 2020, antara lain: 

 

1.  Sekretariat 

a. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Pubik; 

b. Belum optimalnya pemberdayaan aparatur; 

c. Belum terbentuknya koordinasi yang efektif tentang sistem monitoring, 

evaluasi dan pelaporan. 

d. Belum optimalnya sumber daya manusia dan operasional penunjang 

kegiatan pada masing-masing bidang perangkat daerah 

e. Belum optimalnya kinerja dan profesionalitas Perangkat Daerah 

f. Belum optimalnya sistem informasi publik secara online Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

 

2. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sarana Prasarana 

Utilitas Umum 

a. Belum tersedianya pembinaan lingkungan perumahan serta sosialisasi 

standar lingkungan layak pakai/ huni sehingga jumlah rumah tidak layak 

huni masih ada; 

b. Belum optimalnya peningkatan kualitas infrastruktur permukiman 

kumuh perkotaan; 

c. Kurangnya pendataan, penataan dan rehabilitasi lingkungan dan 

permukiman rakyat  

d. Masih luasnya jumlah permukiman kumuh dan kualitas infrastruktur 

permukiman yang masih harus ditingkatkan 

e. Kurangnya pendataan, penataan prasarana, Sarana dan Utilitas 

perumahan. 
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f. Belum tersusunnya data base terkait pembangunan perumahan dan 

penataan kawasan permukiman didalam akses website Dinas 

Perumahan, kawasan Permukiman dan pertanahan Kota Bontang 

g. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai kehandalan 

bangunan untuk mengurangi resiko terhadap bencana, serta tertib 

bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh;  

h. Komponen-komponen permukiman layak huni yang belum terpenuhi 

diantaranya adalah akses terhadap perumahan, sanitasi, jalan 

lingkungan dan PSU permukiman lainnya.  

i. Masih terdapat permukiman kumuh dan masih terjadi banjir 

 

3. Bidang Pertanahan 

a. Permasalahan sengketa tanah 

b. Penyelesaian Sertifikasi Tanah Negara yang harus tuntas  

c. Penyelesaian  permasalahan tata batas dan sengketa tanah masyarakat 

melalui mediasi. 

d. Belum adanya sistem informasi pertanahan berbasis data base. 

e. Perwujudan ketersediaan tanah bagi pertumbuhan dan pengembangan 

bangunan serta perekonomian masyarakat berbasis sektor maritim. 

 

4.  Bidang Pertamanan dan Pemakaman 

a. Masih belum optimalnya ruang terbuka hijau (RTH) 

b. Masih belum optimalnya pemenuhan kebutuhan ruang publik untuk 

sosial kemasyarakatan 

c. Masih belum terwujudnya sistem informasi dan manajemen Bidang 

Pertamanan dan Pemakaman 

d. Belum memadainya tenaga, sarana dan prasarana pengelola RTH Kota. 

 

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran 

Pembangunan Daerah 

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1.  Sekretariat 

 Belum optimalnya 

kualitas Pelayanan Pubik 

a. Belum optimalnya 

pemberdayaan 

aparatur 

b. Belum terbentuknya 

koordinasi yang 

efektif tentang sistem 

a. Belum optimalnya sumber daya 

manusia dan operasional 

penunjang kegiatan pada 

masing-masing bidang 

perangkat daerah 
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monitoring, evaluasi 

dan pelaporan 

 

b. Belum optimalnya kinerja dan 

profesionalitas Perangkat 

Daerah 

c. Belum optimalnya sistem 

informasi publik secara online 

Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan 

 

 Belum optimalnya 

capaian kinerja aparatur 

daerah 

a. Rasionalisasi 

Anggaran 

b. Kurangnya 

ketersediaan waktu 

pelaksanaan kegiatan 

 

Anggaran dan penjadwalan waktu 

pelaksanaan 

 
 

2. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sarana Prasarana Utilitas Umum 

 a. Belum optimalnya 

peningkatan kualitas 

infrastruktur 

permukiman kumuh 

perkotaan 

b. Masih luasnya 

jumlah permukiman 

kumuh dan kualitas 

infrastruktur 

permukiman yang 

masih harus 

ditingkatkan 

c. Masih terdapat 

permukiman kumuh 

dan masih terjadi 

banjir 

 

a. Infrastruktur 

perumahan dan 

permukiman yang 

belum memadai dan 

kurang terintegrasi 

dengan sistem 

perkotaan 

b. Belum tersusunnya 

data base terkait 

pembangunan 

perumahan dan 

penataan kawasan 

permukiman 

didalam akses 

website Dinas 

Perumahan, kawasan 

Permukiman dan 

pertanahan Kota 

Bontang 

a. Kebutuhan masyarakat 

berpenghasilan rendah untuk 

tinggal di dekat tempat bekerja 

menyebabkan masyarakat 

tinggal di hunian tidak layak , 

dimana sebagian diantaranya 

menempati permukiman 

kumuh atau ilegal. 

b. Kurangnya pendataan, 

penataan dan rehabilitasi 

lingkungan dan permukiman 

rakyat  

c. Belum optimalnya pembinaan 

dan pengawasan mengenai 

kehandalan bangunan untuk 

mengurangi resiko terhadap 

bencana, serta tertib bangunan 

untuk mencegah tumbuhnya 

permukiman kumuh;  

 

3. Bidang Pertanahan 

 Permasalahan sengketa 

tanah 

 

a. Kurangnya 
kelengkapan 
Administrasi 
kepemilikan tanah 
masyarakat atau 
Belum 
terselesaikannya 
sertifikasi tanah-
tanah masyarakat 

a. Belum adanya peraturan 

tentang penyelenggaraan 

pengadaan tanah. 

b. Belum adanya peraturan 

pelaksanaan penyelesaian 

masalah sengketa tanah. 

c. Belum adanya peraturan tentang 

pengaturan kepemilikan tanah 

d. Belum terpenuhinya 

pemahaman proses pengadaan 

tanah dan penyelesaian masalah 

sengketa tanah oleh masyarakat 

 

 Perwujudan 

ketersediaan tanah bagi 

pertumbuhan dan 

pengembangan 

bangunan serta 

Belum adanya sistem 

informasi pertanahan 

berbasis data base. 

 

Masih kurangnya jumlah SDM serta 

sarana pendukung operasional 

pertanahan 
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perekonomian 

masyarakat berbasis 

sektor maritim. 

 

4. Bidang Pertamanan dan Pemakaman 

 Masih belum optimalnya 

ruang terbuka hijau 

(RTH) 

 

a. Masih belum 

optimalnya 

pemenuhan 

kebutuhan ruang 

publik untuk sosial 

kemasyarakatan 

b. Masih belum 

terwujudnya sistem 

informasi dan 

manajemen Bidang 

Pertamanan dan 

Pemakaman 

 

Kurangnya Sumberdaya Manusia 

serta fasilitas sarana dan prasarana 

pengelola RTH Kota 

 

 

 

3.2 Telaah visi dan misi Program Perangkat Daerah / Kepala Daerah & 

Wakil Kepala Daerah yang Terpilih 

 

Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

(DPKPP) merupakan Perangkat Daerah yang secara sinergis berkewajiban untuk 

mensukseskan pembangunan Kota Bontang. Tolak ukur capaian kinerja 

pelaksanaan pembangunan tersebut adalah visi dan misi serta program 

pembangunan yang ditetapkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun visi dan 

misi pembangunan Kota Bontang 2021-2026 yang ditetapkan oleh Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota adalah : 

 

Visi : “Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab “  

 

Misi : 

1. Kota Bontang yang Harmoni melelui pemantapan sinergi dan kolaborasi 

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan. 

2. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan 

lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta 

pelestarian lingkungan hidup. 

3. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. 
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Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka ditetapkan 

tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang yang hendak dicapai dalam kurun 

waktu  5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan masing-masing misi sebagai berikut 

: 

 

1.  Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi 

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan: 

a.  Adapun tujuan dari misi tersebut yakni : Terwujudnya Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung 

Jawab yang difokuskan pada Terciptanya penyelenggaraan 

pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan 

partisipatif; Terwujudnya pelayanan publik yang prima; dan Terciptanya 

kondusifitas wilayah. 

 

2.  Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan 

berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan 

infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup. Adapun tujuan dari misi 

tersebut yakni : 

: 

a. Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan yang 

difokuskan pada Meningkatnya kualitas fisik perkotaan yang layak dan 

maju dan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari 

b. Mewujudkan inklusivitas keseimbangan ekonomi daerah berbasis 

potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat, 

Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan, 

Meningkatnya investasi daerah dan Menguatnya peran perempuan dan 

pemuda dalam pembangunan. 

 

3.  Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Adapun tujuan dari misi tersebut yakni: 

a.  Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas, unggul mandiri, 

dan berakhlak mulia yang difokuskan pada meningkatnya pelayanan 

pendidikan yang unggul, merata dan terjangkau; dan meningkatnya 

derajat kesehatan masyarakat. 
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b.  Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat yang difokuskan pada 

meningkatnya tenaga kerja berkualitas, unggul dan berdaya saing; dan 

meningkatnya efektifitas penanggulangan kemiskinan 

 

Secara khusus tugas pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan terdapat pada misi pertama dan kedua. Namun untuk dapat 

mengemban misi tersebut dengan baik, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan secara internal harus meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki 

serta meningkatkan dan melengkapi prasarana dan sarana pelayanan yang 

dibutuhkan. 

 

 

3.3 Telaah Renstra K/L (Kementrian PU-PR) dan Renstra DPUPR-PERA 

Provinsi Kaltim 

 

3.3.1 Telaah Renstra K/L Kementrian PU-PR 

 

1. Adapun isu strategis penyelenggaraan kawasan permukiman: 

a. Masih terdapat 61,7 persen rumah tangga yang menempati hunian tidak 

layak berdasarkan empat aspek kelayakan dalam ketahanan bangunan, 

luas lantai per kapita, air minum, dan sanitasi dimana sebagian 

diantaranya menempati permukiman kumuh.  

b. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai keandalan 

bangunan dalam pengurangan risiko terhadap bencana, serta tertib 

bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh.  

c. Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di dekat 

tempat bekerja menyebabkan masyarakat tinggal di hunian tidak layak 

(57,70 persen), dimana sebagian diantaranya menempati permukiman 

kumuh atau ilegal.  

d. Belum terintegrasinya perencanaan baik antara masing-masing rencana 

sektoral, antara rencana sektoral dengan rencana pembangunan daerah 

dan rencana tata ruang.  

e. Perlunya sinkronisasi perencanaan dan implementasi mengingat 

banyaknya dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh berbagai 

instansi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota,  
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f. Belum terdapat referensi dokumen perencanaan sektoral tunggal. Untuk 

bidang perumahan dan permukiman, terdapat Rencana Pembangunan 

dan Pengembangan Perumahan dan Kawsan Permukiman (RP3KP), 

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 

Perkotaan (RP2KP-KP), dan Rencana Kawasan Permukiman (RKP). 

Dokumen perencanaan yang telah disusun perlu disinergikan baik secara 

program, kegiatan, dan pendanaannya dengan melibatkan sektor dan 

pemangku kepentingan terkait (pemerintah pusat, daerah, swasta, dan 

masyarakat).  

g. Urbanisasi yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan tekanan 

terhadap pemenuhan infrastruktur dasar(air minum, sanitasi, limbah, dan 

permukiman kumuh)  

h. Konsep smart city saat ini menjadi salah satu tujuan pembangunan 

perkotaan dimana pemanfaatan TIK yang handal dalam layanan 

perkotaan menjadi salah satu aspek penting.  

i. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pola hidup sehat  

j. Masih rendahnya peran Pemerintah Daerah dalam penanganan 

permukiman kumuh. 

 

2. Isu strategis penyediaan perumahan:  

a. 61,7% rumah tangga di Indonesia masih menghuni rumah tidak layak huni  

b. Kecenderungan peningkatan kebutuhan penyediaan rumah layak huni di 

perkotaan yang semakin tinggi seiring semakin dominannya jumlah 

penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan  

c. Urban Sprawl karena pembangunan rumah yang cenderung menyebar ke 

kawasan peri urban/perdesaan;  

d. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan 

kurang teintegrasi dengan sistem perkotaan;  

e. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan rumah sewa untuk 

kelompok MBR (social rental housing) dan rumah singgah (social housing) 

bagi masyarakat miskin/homeless;  

f. Rencana pemindahan ibukota negara dan pengembangan wilayah 

strategis yang berimplikasi pada kebutuhan penyediaan rumah baru;  

g. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai kehandalan 

bangunan untuk mengurangi resiko terhadap bencana, serta tertib 

bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh;  
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h. Terdapatnya regulasi terkait penyelenggaraan bidang perumahan dan 

kawasan permukiman yang belum sinergis dan lengkap; 

i. Perlu dilakukan perbaikan delivery system penyediaan rumah layak huni, 

dimulai dari pengadaan tanah, perizinan, pembangunan, pemanfaatan 

inovasi teknologi serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan resiko 

bencana, mengakomodasi desain tradisional setempat dan budaya 

bermukim masyarakat adat, hingga peningkatan akses masyarakat 

terhadap fasilitas pembiayaan perumahan;  

j. Belum adanya kebijakan terkait rumah yang ditempati oleh lebih dari 1 

(satu) keluarga secara bersama (co-housing) untuk efisiensi pemanfaatan 

lahan. 

 

3. Isu strategis pembiayaan perumahan meliputi aspek demand side, supply 

side, dan enabling environment.  

a. Demand Side  

a) Akses terhadap pembiayaan perumahan belum optimal:  

 Rasio KPR masih di bawah 3 persen (2017) 

 Fasilitasi pembiayaan belum dapat diakses secara luas oleh 

seluruh masayarakat (missal: pekerja informal dan yang 

membangun rumah secara swadaya)  

b) Belum mapannya system pembiayaan perumahan: 

 Jumlah KPR beresiko rendah dan berkelanjutan masih terbatas. 

 Lembaga penyalur KPR masih terbatas  

c) Skema subsidi perumahan yang ada belum optimal:  

 Subsidi yang ada cukup membebani fiscal pemerintah sehingga 

memiliki isu berkelanjutan 

 Subsidi yang ada bersifat regresif  

b. Suply Side  

a) Fenomena Urban Sprawl:  

 Pembangunan perumahan cenderung tersebar  

 Perumahan semakin menjauh dari puast kota dan merambah 

kawasan pedesaan  

 Menejemen perkotaan yang belum efektif:  

 Penyediaan infrastruktur permukiman yang belum memadai.  

 Tidak terintegrasinya perumahan dengan system transportasi 

publik  



RENCANA STRATEGIS 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 - 2026 

51 
RENSTRA KOTA BONTANG TAHUN 2021 – 2026 

b) Kualitas rumah: Sebanyak 61.7% rumah tangga menempati hunian 

tidak layak berdasarkan empat aspek dalam ketahanan bangunan, 

luas lantai per kapitas, air minum dan sanitasi.  

c. Enabling Environment  

a) Bundling Code Perumahan:  

 Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai 

keandalan bangunan dalam pengurangan risiko terhadap 

bencana. 

 Belum optimalnya tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya 

permukiman kumuh.  

b) Kapasitas Pemerintah daerah:  

 Minimnya alokasi APBD untuk perumahan.  

 Keterbatasan kapasitas dari sisi perencanaan, pengaturan, 

pembinaan dan pengawasan.  

 

4. Isu Strategis Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bidang 

Pekerjaan Umum dan Perumahan:  

a. Proyek belum siap di-KPBU-kan  

b. Pembiayaan terbatas  

c. KPBU mayoritas diikuti oleh BUMN  

d. Beberapa stakeholders kurang memahami skema KPBU  

e. Komitmen dari PJPK sangat kurang (terutama Pemerintah Daerah) 

 

5. Isu strategis eksternal dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan:  

a. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di tingkat Unor di 

Kementerian PUPR untuk mencapai Road Map RB Tahun 2020-2024;  

b. Kegiatan pengawasan belum memanfaatkan Teknologi Informasi sesuai 

revolusi industri jilid 4.0 (Making Indonesia 4.0);  

c. Banyaknya pengaduan proses pelaksanaan infrastruktur bidang PUPR 

terhadap peraturan PBJ di lingkungan Kementerian PUPR  

 

6. Isu strategis pengendalian dan pengawasan intern Kementerian PUPR:  

a. Belum ada unit independen yang melakukan penjaminan kualitas 

terhadap kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat 

Jenderal;  

b. Rendahnya pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;  
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c. Pengawasan Internal PUPR belum memberikan nilai tambah bagi 

organisasi  

d. Masih rendahnya integritas, kompetensi, dan kapasitas SDM 

Kementerian PUPR e. Masih banyaknya temuan hasil audit terlihat dari 

menurunnya opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR. 

 

7. Isu strategis pengembangan SDM Aparatur:  

a. Tantangan SDM Global:  

a) Competitive global (comfort zone menjadi competitive zone)  

b) Era Revolusi Industri 4.0 (digitalisasi, kebutuhan big data, internet 

of things 3) Kebutuhan SDM terampil (skilfull) 

b. Perwujudan World Class Government diperlukan SMART ASN yang 

berwawasan global, menguasai IT/Digital dan Berbahasa Asing, serta 

daya Networking Tinggi  

c. Pemenuhan Vsi Indonesia 2020-2024, meliputi:  

a) Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas 

pendidikan dan manajemen talenta (Sstem Merit)  

b) Percepatan dan keberlanjutan pembangunan infrasrtuktur melalui 

interkoneksi infrastruktur dengan kawasan/sebaran pembangunan 

infrastruktur membutuhkan lebih banyak SDM Aparatur terampil 

dan berkeahlian.  

d. Mismatch kompetensi lulusan program pendidikan magister dengan 

kebutuhan Kementerian PUPR (program studi pendidikan magister 

tidak inline dengan kebutuhan organisasi masih didominasi dengan 

program studi non teknik.  

e. Kepindahan ibukota negara. 

 

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam SPM Perumahan Rakyat 

Daerah kabupaten/kota terdiri atas:  

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana 

kabupaten/kota; dan  

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena 

relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.  
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Fasilitasi sebagaimana dimaksud berupa:  

a. Pendampingan/pembinaan;  

b. Pembimbingan; 

c. Penyuluhan;  

d. Pelayanan informasi; dan  

e. Bantuan teknis  

 

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud meliputi:  

a. Pendampingan penggantian kerugian;  

b. Penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering Design (DED) Rumah Susun 

Umum atau Rumah Khusus;  

c. Pembangunan Rumah Susun Umum;  

d. Pembangunan Rumah Khusus; dan/atau  

e. Pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah 

daerah. 

 

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada SPM Perumahan Rakyat 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:  

a. Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi 

korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas 

pelayanan dasar.  

b. Standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah 

rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang 

akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.  

c. Kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan 

berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan 

kriteria rumah layak huni.  

d. Mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi 

masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah 

provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan 

dasar.  

e. Standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah 

tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan 

rumah layak huni yang akan ditangani.  
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f. Kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan 

berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing 

layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni. 

 

Tabel 3.2  Arah kebijakan dan Strategi Renstra Kementrian PU-PR 

No. Kebijakan Strategi 

1. Pengembangan Permukiman 

 Peningkatkan akses masyarakat secara 

bertahap terhadap permukiman layak 

dan aman untuk mewujudkan kota 

tanpa permukiman kumuh. 

a. Penyusunan dan penyiapan landasan 
penyelenggaraan kawasan permukiman 

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk 
penanganan permukiman.  

c. Pengelolaan sistem informasi nasional yang 
terintegrasi dengan sistem informasi 
daerah  

d. Membangun dan mengelola sistem 
informasi nasional yang terintegrasi dengan 
sistem informasi daerah dan dimutakhirkan 
secara berkala  

e. Penanganan permukiman kumuh 
perkotaan terkait dengan upaya penurunan 
kumuh perkotaan menjadi 0% melalui 
upaya peningkatan kualitas lingkungan dan 
pelayanan prasarana dan sarana dasar 
permukiman dengan pendekatan kegiatan 
fisik maupun nonfisik 

f. Pengembangan permukiman baru dan 
perkotaan layak huni terkait dengan upaya 
pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan 
(SPP) dan perwujudan Kota Berkelanjutan.  

g. Percepatan peningkatan pelayanan sarana 
dan prasarana dasar permukiman 
perdesaan.  

h. Pembangunan dan pengembangan kawasan 
permukiman yang berkualitas yang 
mendukung peningkatan produktivitas 
kawasan perdesaan.  

i. Pembangunan dan pengembangan kawasan 
permukiman yang berkualitas untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi dan 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
yang tinggal di kawasan perbatasan.  

j. Percepatan penyediaan sarana dan 
prasarana permukiman perbatasan 
memenuhi SPM  

k. Pembangunan dan pengembangan kawasan 
permukiman yang memiliki ketahanan 
terhadap bencana. 

2. Pengembangan Perumahan 

 Penyediaan rumah baru layak huni a. Integrasi pembangunan hunian vertikal 
untuk masyarakat berpengahasilan rendah 
dengan simpul transportasi publik.  

b. Penyediaan perumahan melalui inclusive 
urban renewal dan konsolidasi tanah dalam 
rangka penanganan permukiman kumuh 
skala kawasan di wilayah perkotaan.  

c. Penyediaan hunian layak bagi 
ASN/TNI/POLRI.  

d. Pengoptimalan potensi penyediaan 
perumahan berbasis komunitas/kelompok 
masyarakat dan kolaborasi.  
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No. Kebijakan Strategi 

e. Pemanfaatan tanah 
BMN/BUMN/BMD/BUMD untuk 
mendukung penyediaan rumah sewa untuk 
kelompok MBR (social rental housing) bagi 
MBR, termasuk kelompok millennial dan 
keluarga baru yang berpenghasilan rendah, 
khususnya di wilayah perkotaan.  

f. Penyediaan hunian layak untuk mendukung 
pembangunan dan pengembangan ibu kota 
negara.  

g. Pengoptimalan penyediaan PSU untuk 
mendorong pengembangan perumahan 
skala besar pada lingkungan hunian baru 
perkotaan.  

h. Dukungan penyediaan PSU untuk 
mendorong pengembangan perumahan 
skala besar pada lingkungan hunian 
perkotaan 

i. Integrasi penyediaan hunian dengan tata 
ruang, sistem infrastruktur wilayah, arah 
pengembangan wilayah/kawasan strategis 
dan memperhatikan aspek mitigasi-
adaptasi terhadap potensi bencana. 

 Peningkatan kualitas rumah tidak layak 

huni 

a. Peningkatan kualitas rumah tidak layak 
huni sehingga memenuhi indikator 
kekayaan secara minimal melalui 
pengoptimalan potensi keswadayaan 
masyarakat, dukungan pemda dan 
stakeholder lainnya, serta pemanfaatan 
bahan/material lokal. 

b. Dukungan regulasi afirmatif yang 
mengakomodasi rumah adat/desain 
tradisional sebagai rumah layak huni.  

c. Dukungan regulasi terhadap upaya 
peningkatan kualitas bagi rumah yang 
ditempati oleh lebih dari 1 (satu) keluarga 
secara bersama (co-housing) 

 Penyiapan enabling environment 

untuk mengoptimalkan penyediaan 

hunian layak 

a. Harmonisasi dan penyediaan regulasi yang 
dibutuhkan untuk mengoptimalkan 
penyelenggaraan pembangunan dan 
pengembangan perumahan dan kawasn 
permukiman.  

b. Dukungan regulasi untuk mengakomodasi 
pemanfaatan rumah selain rumah formal, 
seperti rumah yang ditempati oleh lebih 
dari 1 (satu) keluarga secara besama (co-
housing), rumah singgah (social housing, 
dan rumah adat.  

c. Penguatan implementasi standar keamanan 
dan kelayakan bangunan.  

d. Peningkatan kapasitas 
pemerintah/pemerintah daerah, 
masyarakat dan dunia usaha.  

e. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan 
pemerintah, pemerintah daerah, 
masyarakat dan dunia usaha.  

f. Pembentukan dan peningkatan peran 
badan badan perumahan publik dalam 
penyelenggaraan perumahan dan 
permukiman di perkotaan/metropolitan, 
termasuk untuk mengelola rumah sewa 
untuk hunian layak 

3. Pembiayaan Perumahan 
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No. Kebijakan Strategi 

 a. Pengembangan regulasi dan 
kebijakan teknis pembiayaan 
infrastruktur PU dan Perumahan 

b. Mendorong peranserta Pemda 
dalam pembiayaan perumahan, 
melalui sosialisasi, fasilitasi, dan 
advokasi. 

c. Penyiapan infrastruktur 
operasionalisasi BP Tapera.  

d. Peningkatan penerbitan KPR-FLPP 
Rumah Umum baik untuk rumah 
tapak maupun rumah susun 

e. Peningkatan peran perbankan yang 
lebih besar dalam menunjang 
pembiayaan perumahan rakyat  

f. Pengembangan skema pembiayaan 
perumahan yang lebiah terjangkau, 
efisien dan akuntabel 

a. Memperluas kerjasama dengan Lembaga 
jasa keuangan dan instansi terkait untuk 
meningkatkan penerbitan KPR Rumah 
Susun.  

b. Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera 
untuk memfasilitasi MBR sector informal, 
penyediaan uang muka, dan penyediaan 
lahan. 

4. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha 

 a. Penataan dan Peningkatan Peran 
Simpul KPBU dalam percepatan 
pembiayaan infrastruktur PU dan 
perumahan. 

b. Peningkatan keterpaduan 
infratruktur PU dan perumahan 
terhadap pusat-pusat kegiatan, 
pusat pertumbuhan ekonomi, dan 
Wilayah Pengembangan Strategis.  

c. Peningkatan peran Lembaga 
pembiayaan sekunder baik 
melalui peningkatan nilai 
sekuritisasi asset, penerbitan 
obligasi dan pemberian pinjaman 
(refinancing)  

d. Peningkatan konstribusi 
pembiayaan infrastruktur PU dan 
Perumahan dalam mendukung 
pencapaian Visium PUPR 2020 -
2024 

a. Revisi atas peraturan Menteri PUPR terkait 
tata cara pelaksanaan kerja sama 
pemerintah dengan badan usaha dalam 
penyediaan infrastruktur di Kementerian 
PUPR. 

b. Peningkatan koordinasi antar simpul KPBU, 
Unit Organisasi di Kementerian PUPR 
dengan kantor Bersama KPBU.  

c. Penyusunan rencana umum proyek KPBU 
Infrastruktur PU dan perumahan selaras 
dengan Renstra Kementerian PUPR dan 
RPJMN 2020 – 2024.  

d. Pengembangan skema pembiayaan 
infrastruktur PU dan Perumahan yang 
efisien, efektif dan berkelanjutan.  

e. Peningkatan kualitas penyediaan 
infrastruktur PU dan perumahan melalaui 
bundling infrastruktur.  

f. Memperluas skema pembiayaan (sisi 
demand dan supply). 

5. Pengembangan SDM 

 Akselerasi peningkatan kompetensi 

ASN. 

a. Pengembangan berbagai metode dan media 
pembelajaran yang modern dan adaptif 
dengan kebutuhan di lapangan. 

b. Transformasi pelatihan kearah digital.  
c. Pengembangan tenaga pengajar pendidikan 

dan pelatihan yang bersertifikasi level 
internasional.  

d. Pengembangan Human Resource 
Development System. 

e. Modernisasi sarana dan prasarana 
pendidikan dan pelatihan.  

f. Membangun kompetensi kolektif SDM 
melalui pelaksanaan coaching, mentoring, 
dan counseling (CMC) oleh unit organisasi 
untuk mendorong produktifitas inovasi. 

 Akselerasi pemenuhan kebutuhan 

pengembangan kompetensi ASN 

bidang PUPR di Daerah 

a. Meningkatkan proporsi jumlah 
peserta/kuota untuk ASN PUPR di Daerah  

b. Mengembangkan pola dan meningkatkan 
kerjasama dengan Badan atau Lembaga 
Diklat Pemerintah Daerah. 

c. Peningkatan pelaksanaan akreditasi 
Lembaga Diklat Pemerintah Daerah 
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3.3.2 Telaah Renstra DPUPR PERA Provinsi Kaltim  

 

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPUPR-

PERA Provinsi Kalimantan Timur urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

ialah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3  Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan 
Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Pada RPJMD Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 

Urusan Masalah Pokok Masalah Akar masalah 

Perumahan dan 

Kawasan 

Pemukiman 

Belum 

optimalnya akses 

pemukiman layak 

huni 

Masih rendahnya akses 

Masyarakat miskin 

terhadap rumah layak 

huni 

Masih rendahnya kualitas dan 

kuantitas rumah Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah 

(MBR) 

Rendahnya kualitas 

lingkungan kawasan 

pemukiman 

Kurangnya ketersediaan 

drainase 

Kurangnya ketersediaan 

sanitasi layak 

Ketersediaan jalan lingkungan 

belum 

memadai 

Kurangnya pelayanan air 

bersih perpipaan 

Belum optimalnya upaya 

penataan kawasan 

pemukiman di sempadan 

Sungai Karangmumus, Sungai 

Karang Asam Besar, Sungai 

Karang Asam Kecil, Sungai 

Guntung, Sungai Bontang, 

Sungai Rapak Dalam 

 

Permasalahan utama ini kemudian dirinci kedalam 5 (lima) permasalahan pokok 

sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya konektivitas wilayah Kaltim;  

2. Masih tingginya kawasan kumuh;  

3. Masih rendahnya utilitas infrastruktur sumber daya air; 

4.  Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang; dan 

5. Rendahnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi. 
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Adapun permasalahan utama yang berkaitan dengan Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan ialah : 

 

1. Masih tingginya kawasan kumuh  

Berkembangannya kawasan kumuh di perkotaan seluruh wilayah Indonesia tidak 

terkecuali di kota-kota Provinsi Kalimantan Timur dapat mempengaruhi beban 

terhadap infrastruktur permukiman. Kawasan ini berkembang karena adanya 

migrasi dan tingkat ekonomi, sosial dan keahlian sumber daya manusia migran. 

Permasalahan pokok “Masih tingginya kawasan kumuh” muncul karena dipicu oleh 

permasalahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yakni 

penanganan kawasan kumuh yang belum optimal. Permasalahan tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum optimalnya ketersediaan rumah 

layak huni serta rendahnya ketersediaan utilitas pemukiman bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR). Permasalahan lain adalah rendahnya sinergi antara 

perencanaan dan pelaksanaan pengentasan pemukiman kumuh karena belum 

teridentifikasinya target group intervensi secara baik. Persoalan-persoalan tersebut 

mengindikasikan bahwa pemenuhan indikator-indikator pemukiman layak huni 

belum optimal dilakukan seperti kurangnya ketersediaan drainase, sanitasi layak, 

jalan lingkungan belum memadai, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan 

persampahan di kawasan permukiman.  

 

Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan pemukiman belum sesuai harapan. 

Hal ini ditunjukan dari  belum optimalnya perencanaan dan pengawasan terkait 

peningkatan kawasan kumuh perkotaan di mana masih terdapat 6 titik kawasan 

pemukiman kumuh di bawah kewenangan pemerintah provinsi yang tersebar di 

tiga kabupaten/kota serta masih belum optimalnya upaya relokasi kawasan 

pemukiman di Sempadan Sungai Karangmumus, Sungai Karang Asam Besar, Sungai 

Karang Asam Kecil, Sungai Guntung, Sungai Bontang, dan Sungai Rapak Dalam. 

Selain itu, akses masyarakat terhadap rumah layak huni belum optimal. Hal tersebut 

diindikasikan dengan perbaikan backlog kepemilikian dan penghunian rumah yang 

belum optimal setiap tahunnya. Lingkungan yang layak anak dan bagi masyarakat 

berkebutuhan khusus menjadi standar dalam pelayanan infrastruktur yang 

diwujudkan dalam keandalan bangunan dan penataan lingkungan.  
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Berdasarkan analisis permasalahan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akar 

masalah dari permasalahan “Penanganan kawasan kumuh belum optimal” yaitu: 

a. Belum optimalnya perencanaan dalam mewujudkan pemerataan kawasan 

pemukiman layak huni. 

b. Belum meratanya kualitas perumahan rakyat yang layak huni. 

c. Belum meratanya kualitas kawasan permukiman penduduk yang sehat. 

 

Arah Kebijakan Renstra DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, yang 

berkaitan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Peningkatan Kualitas Penanganan Permukiman 

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah 

perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan 

dan mahalnya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya 

permukiman kumuh. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang matang 

terkait dengan upaya meminimalisir kawasan kumuh. Dari 10 (sepuluh) 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 6 (enam) kabupaten/kota sudah 

memiliki dokumen RKPKP (Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan), 

sedangkan empat kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten 

Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara belum 

menyusun dokumen RKPKP. Dari data penyusunan dokumen dan RAPERDA 

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (RP3KP) tahun 2018 di sepuluh kabupaten/kota, hanya empat 

kabupaten/kota yang sudah mempunyai dokumen RP3KP. Dalam hal ini, 

penyusunan rencana penanganan pemukiman kumuh dan pengembangan 

kawasan pemukiman perlu dioptimalkan agar upaya penanganan kawasan 

pemukiman dapat berjalan dengan baik, salah satunya antara lain melalui 

penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang 

bertujuan untuk memastikan terpenuhinya perumahan dan kawasan 

pemukiman yang layak huni, terjangkau, aman dan berwawasan lingkungan bagi 

masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pemenuhan 

perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni merupakan upaya 

pencapaian SDG’s (Sustainable Development Goal’s) yang ke-13 yaitu kota dan 

pemukiman yang berkelanjutan.  



RENCANA STRATEGIS 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 - 2026 

60 
RENSTRA KOTA BONTANG TAHUN 2021 – 2026 

 

Untuk menurunkan angka kebutuhan perumahan atau 'backlog' dan rumah 

tidak layak huni (RTLH) serta kawasan kumuh, Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Timur harus menyediakan hunian serta melakukan peningkatan kualitas rumah 

layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam 

menyediakan dan meningkatkan kualitas rumah layak huni, harus ditentukan 

lokasi-lokasi yang menjadi prioritas antara lain terdapat penanganan kawasan 

kumuh, desa nelayan, desa perbatasan, desa terpencil/pulau terluar serta desa 

tertinggal/miskin.  

 

Fokus kinerja Bidang Perumahan dan Pemukiman selama 5 tahun ke depan 

adalah pada penanganan Kawasan kumuh dengan target penanganan di lokasi 

Kawasan Kumuh kewenangan provinsi dan Pembangunan Bantuan BSPS di 10 

kab/kota. Untuk mencapai target tersebut DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan 

Timur menjalankan fungsi, baik sebagai regulator, maupun sebagai penyedia 

rumah/hunian, khususnya bagi MBR dan sebagai pendorong bagi para 

pengembang perumahan melalui pemberian kemudahan perizinan dan skema 

pembiayaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Peta Lokasi Sebaran Kawasan Kumuh Kewenanangan Provinsi Tahun 
2019-2023 

 

Peta lokasi kawasan kumuh rencana kerja bidang perumahan dan permukiman 

tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar di atas. Sedangkan Tabel 3.8 

memperliatkan detail kependudukan dari setiap lokasi kawasan kumuh. 



RENCANA STRATEGIS 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 - 2026 

61 
RENSTRA KOTA BONTANG TAHUN 2021 – 2026 

 

Tabel 3.4 Sebaran Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Timur 

No Lokasi Kependudukan Luas (Ha) 

1. Kabupaten Kutai Kartanegara 

Kecamatan : Loa Kulu 

Kelurahan/Desa : 

1. Desa Loa Kulu Kota 

2. Desa Loa Sumber 

3. Desa Jembayan 

Penduduk : 59.672 Jiwa 

Kepadatan : 42 Penduduk/km2 

Sumber : BPS Kab. Kukar 

11,56 

2. Kota Balikpapan 

Kecamatan : Balikpapan Tengah 

Kelurahan : Karang Jati 

Penduduk : 9.324 Jiwa 

Kepadatan : 745 Penduduk/km2 

 

Sumber : BPS Kota Balikpapan 

2014 

12,52 

3. Kota Bontang 

Kawasan : Kampung Pesisir 

Kecamatan : Bontang Selatan 

Kelurahan : 

1. Tanjung Laut Indah 

 

2. Tanjung Laut 

 

 

1. Penduduk : 14.040 Jiwa 

Kepadatan : 4.588 Penduduk/km2 

2. Penduduk : 15.951 Jiwa 

Kepadatan : 11.559  

Penduduk/km2 

 

Sumber: BPS Kota Bontang 2016  

12,45 

 Kawasan : Kampung Mangrove 

Kecamatan : Bontang Selatan 

Kelurahan : 

1. Berbas Tengah 

 

2. Tanjung Laut 

 

 

1. Penduduk : 14.746 Jiwa  

Kepadatan : 16.757 

Penduduk/km2 

2. Penduduk : 15.951 Jiwa 

Kepadatan : 11.559 

Penduduk/km2 

Sumber: BPS Kota Bontang 2016  

10,97 

 Kawasan :  Spot Permukiman Kumuh 

a. Kecamatan : Bontang Selatan 

1. Kelurahan : Satimpo 

b. Kecamatan : Bontang Utara 

2. Kelurahan : Guntung 

3. Kelurahan : Loktuan 

4. Kelurahan : Gunung Elai 

c. Kecamatan : Bontang Barat 

5. Kelurahan : Belimbing 

6. Kelurahan : Gunung Telihan 

7. Kelurahan : Kanaan 

 

 

1. Penduduk : 3.666 Jiwa 

Kepadatan : 454 

Penduduk/km2 

2. Penduduk : 8.633 Jiwa 

Kepadatan : 771 

Penduduk/km2  

3. Penduduk : 22.304 Jiwa 

Kepadatan : 6.579 

Penduduk/km2 

4. Penduduk : 14.494 Jiwa 

Kepadatan : 2.887 

Penduduk/km2 

5. Penduduk : 11.615 Jiwa 

Kepadatan : 1.209 

Penduduk/km2 

6. Penduduk : 13.032 Jiwa 

Kepadatan : 5.666 

Penduduk/km2 

7. Penduduk : 4.370 Jiwa 

Kepadatan : 726 

Penduduk/km2 

Sumber:  BPS Kota Bontang 2016  

10,42 
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No Lokasi Kependudukan Luas (Ha) 

4. Kota Samarinda 

Kecamatan : Samarinda Seberang 

Lokasi : Bantaran Sungai Mahakam 

Penduduk : 5.154 Jiwa 

Kepadatan : 496,62 

Penduduk/km2 

Sumber : BPS Kota Samarinda 

2015 

10,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Lokasi Sebaran Pembangunan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas 
Rumah Swadaya di 10 Kabupaten/Kota Tahun 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.3  Lokasi Sebaran Pembangunan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas 
Rumah Swadaya di 10 Kabupaten/Kota Tahun 2020 
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Gambar 3.4  Lokasi Sebaran Pembangunan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas 
Rumah Swadaya di 10 Kabupaten/Kota Tahun 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.5  Lokasi Sebaran Pembangunan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas 
Rumah Swadaya di 10 Kabupaten/Kota Tahun 2022 
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Gambar 3.6  Lokasi Sebaran Pembangunan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas 
Rumah Swadaya di 10 Kabupaten/Kota Tahun 2023 

 

Strategi “Peningkatan Kualitas Penanganan Permukiman” dilaksanakan melalui 

arah kebijakan sebagai berikut: 

a. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan perumahan 

dan kawasan kumuh; 

b. Peningkatan kualitas pembangunan rumah layak huni; dan 

c. Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana kawasan kumuh. 

 

Tabel 3.5   Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra DPUPR-PERA Provinsi 
Kalimantan Timur 2019-2023 

Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Menurunnya 

kawasan kumuh 

Bidang Perumahan & 

Pemukiman:  

Peningkatan kualitas 

penanganan Permukiman  

Peningkatan kualitas Perencanaan dan 

pengawasan pembangunan perumahan 

dan kawasan kumuh 

Peningkatan kualitas  

Pembangunan Rumah Layak huni 

Peningkatan kualitas Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh 
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3.4 Telaah RTRW  

 

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Bontang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Bontang Tahun 2019 – 2039. RTRW Kota Bontang digunakan untuk 

mewujudkan Kota Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang 

berwawasan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat melalui keterpaduan 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang 

antarwilayah nasional, provinsi maupun kota dan antar Kawasan Peruntukan 

Lindung maupun peruntukan budi daya sebagai bagian dari pusat kegiatan nasional 

kawasan perkotaan Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. RTRW Kota Bontang 

adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang mengacu 

pada Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang wilayah Pulau 

Kalimantan, RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Tata Ruang kawasan 

strategis Provinsi Kalimantan Timur. 

 

3.4.1 Kebijakan Penataan Ruang, mencakup:  

1. Pengembangan sistem pusat pelayanan wilayah kota secara hierarkis dan 

proporsional;  

2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang 

merata dan terpadu;  

3. Pemeliharaan kelestarian fungsi Kawasan Peruntukan Lindung;  

4. Peningkatan keterpaduan kegiatan maritim, industri, dan kegiatan lainnya 

dalam Kawasan Peruntukan Budi Daya;  

5. Pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan strategis berdasarkan 

kepentingan pertumbuhan ekonomi yang dapat memajukan perekonomian 

kota yang produktif dan kompetitif; dan  

6. Pelestarian dan peningkatan fungsi Kawasan strategis berdasarkan 

kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk perlindungan 

kerusakan air tanah, keseimbangan ekosistem dan mitigasi bencana. 

 

3.4.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kota 

1. Rencana pola Ruang Wilayah kota, mencakup: 

a. Kawasan Peruntukan Lindung; dan 

b. Kawasan Peruntukan Budi Daya. 
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2. Rencana pola Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

digambarkan dalam 4 (empat) lembar peta dengan ketelitian peta paling 

kecil 1:25.000, yang meliputi peta: 

a. Rencana pola Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 1916- 122; 

b. Rencana pola Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 1916- 124; 

c. Rencana pola Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 1916- 211; dan  

d. Rencana pola Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 1916- 213. 

3. Rencana pola Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 1916- 211; dan d. 

rencana pola Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 1916- 213. 

4. Peta rencana pola Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 124 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II.B yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

5. Peta rencana pola Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 211 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II.C yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

6. Peta rencana pola Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 213 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran II.D yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 

Dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019 - 2039 terdapat 12 (dua belas) isu strategis 

yang harus lebih diintensifkan dalam penataan ruang dan pemanfaatan lahan 

sebagai berikut:  

1. Rencana Pembangunan Kilang Minyak  

Rencana pembangunan kilang minyak merupakan kebijakan nasional yang 

menjadi Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional, dengan kebutuhan lahan paling sedikit 800 (delapan ratus) hektar. 

2. Reklamasi Pantai  

Seiring dengan perkembangan Kota Bontang, kebutuhan lahan di beberapa 

area terutama yang berbatasan dengan laut untuk kebutuhan industri semakin 

meningkat. Kebutuhan ini mendorong perlu dilakukannya reklamasi pada 

beberapa wilayah di Kota Bontang. Setidaknya terdapat 3 (tiga) lokasi rencana 

reklamasi, yaitu di lokasi rencana kilang minyak seluas ± 93,55 hektar, lokasi 

rencana kawasan peruntukan industri Bontang Lestari seluas ± 45,05 hektar, 

dan lokasi rencana perluasan TPI/PPI seluas ± 1,64 hektar.  
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3. Perubahan Kawasan Hutan  

a) Hutan Lindung Bontang  

Penyesuaian batas HL berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 

SK.4786/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada 

Kelompok Hutan Sungai Santan - Sungai Separi - Sungai Benasar Besar - 

Sungai Banumuda seluas 402.987,70 Hektar di Kota Bontang, Kabupaten 

Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan 

Timur. Berdasarkan Keputusan tersebut terdapat Hutan Produksi 

Konversi seluas 62,07 hektar dan Hutan Lindung Bontang seluas 4.609,08 

hektar.  

b) Taman Nasional Kutai  

Penyesuaian batas TNK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor SK.4194/Menhut-VII/KUH/ 2014 tentang Penetapan Kawasan 

Hutan Taman Nasional Kutai seluas 192.709,55 hektar di Kota Bontang, 

Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi 

Kalimantan Timur. Terdapat Taman Nasional Kutai sekitar 648,15 hektar 

di dalam wilayah Kota Bontang. 

4. Kawasan Peruntukan Industri Bontang Lestari dan Pelabuhan Kawasan 

Peruntukan Industri  

Pemerintah Kota Bontang memiliki rencana pembangunan kawasan 

peruntukan industri baru yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari. 

Kawasan peruntukan industri tersebut perlu dikembangkan dan 

disinkronisasi dengan rencana pengembangan pelabuhan yang diharapkan 

dapat mendorong pertumbuhan kawasan tersebut.  

5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)  

Pemerintah Kota Bontang sudah mendelineasi LP2B dalam RTRW Kota 

Bontang Tahun 2019 - 2039 sekaligus melakukan koreksi terhadap kawasan 

pertanian dalam RTRW Kota Bontang sebelumnya dengan menggunakan data 

area pertanian eksisting dan disesuaikan dengan arahan pengembangan 

perkotaan.  

6. Pembatasan pembangunan permukiman di atas laut  

Sepanjang pesisir Kota Bontang terdapat berbagai macam aktivitas sosial 

ekonomi, salah satunya berupa permukiman masyarakat yang umumnya 

belum terintegrasi baik dengan prasarana, sarana dan utilitas kota sehingga 

menimbulkan berbagai permasalahan dari aspek lingkungan, sosial maupun 

ekonomi, sehingga perlu pembatasan pembangunan permukiman di atas air 
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sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta arah 

pengembangan perkotaan.  

7. Penyesuaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bontang 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

mengamanatkan rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH minimal 30% 

dari luas wilayah kota, dengan paling sedikit 20% merupakan RTH publik. 

Perkembangan Kota Bontang yang semakin pesat menuntut terjadinya 

perubahan pemanfaatan lahan dari semula RTH menjadi Kawasan Budidaya 

atau sebaliknya sehingga dilakukan penyesuaian terhadap lokasi dan luas RTH 

di Kota Bontang dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara 

luas, memperhitungkan kebutuhan luas minimum RTH, serta menyesuaikan 

distribusi spasial dengan struktur, fungsi dan jenis ruang terbuka hijau 

tersebut. 

8. Sinkronisasi dengan Masterplan Kawasan Industri  

Sebagai salah satu perusahaan industri dan pengelola kawasan industri yang 

menempati wilayah cukup luas di Kota Bontang, perkembangan guna lahan 

pada area milik PT Pupuk Kaltim dan PT. Kaltim Industrial Estate (KIE) 

menentukan pola pemanfaatan ruang dan lahan dalam RTRW Kota Bontang 

secara umum.  

9. Jalan Lingkar (Coastal Road)  

Pemerintah Kota Bontang memiliki rencana pembangunan jalan lingkar yang 

akan menghubungkan dari Kelurahan Lok Tuan di Kecamatan Bontang Utara 

menuju Kelurahan Tanjung Laut Indah di Kecamatan Bontang Selatan, 

berpotensi mengubah penggunaan lahan di sepanjang ruas jalan tersebut 

dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019 - 2039.  

10. Jalur bebas hambatan dan jalur kereta api  

Dalam RTRWP Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036, terdapat rencana 

pembangunan jalan bebas hambatan dari Kota Balikpapan menuju Kota 

Sangatta melalui Kota Bontang, dan rencana pembangunan jalur kereta api 

Trans Kalimantan yang melalui Kota Bontang dilengkapi dengan fasilitas 

stasiun sedang.  

11. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional 

Dalam RTRWP Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036, terdapat rencana 

pembangunan jaringan transmisi air baku air minum dari Kabupaten Kutai 

Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur dalam kerangka SPAM Regional. 

Selain itu terdapat perencanaan pembangunan Bendung Estuary di Kelurahan 
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Bontang Lestari untuk memenuhi kebutuhan air baku air minum dari air 

permukaan di Kota Bontang secara umum, dan untuk kawasan industri secara 

khusus. 

12. Penanggulangan banjir  

Dalam RTRWP Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036, terdapat rencana 

perluasan Danau Kanaan untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota 

Bontang. Selain itu, berdasarkan Studi Penanggulangan Banjir Kota Bontang, 

Pemerintah Kota Bontang memiliki rencana pembangunan polder di 

Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Gunung Elai dan Kelurahan Tanjung Laut 

sebagai salah satu rencana penanggulangan banjir di Kota Bontang. 

 

Selain menjadi pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, 

serta penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, RTRW Kota Bontang Tahun 

2019-2039 juga menjadi pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, terutama 

memberikan strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan, serta 

mengarahkan aspek spasial atau lokasi/letak/posisi dari program pembangunan 

sektoral dalam perencanaan pembangunan Kota Bontang.  

Adapun kebijakan dan strategi tata ruang yang menjadi strategi dan arah kebijakan 

pembangunan kewilayahan dapat dilihat pada Tabel 3.10  

Tabel 3.6  Strategi dan Arah Kebijakan RTRW 

No. Program 
Utama RTRW 

Kebijakan Strategi 

1 Pola Ruang Pemeliharaan Kelestarian Fungsi 
kawasan Peruntukan Lindung 

Menetapkan kawasan 
Peruntukan lindung di ruang 
darat dan ruang laut 

   Mengembalikan dan 
meningkatkan fungsi kawasan 
peruntukan lindung yang telah 
menurun 

   Mengembangkan RTH 
perkotaan dengan luas paling 
sedikit 30% dari luas wilayah 

  Peningkatan keterpaduan kegiatan 
maritim, industri, dan kegiatan 
lainnya dalam kawasan peruntukan 
budi daya 

Mengembangkan kegiatan budi 
daya berbasis kelautan yang 
memiliki keterkaitan dengan 
sumberdaya wilayah darat dan 
wilayah sekitar daerah 

   Mengembangkan kegiatan 
industri beserta sarana dan 
prasarana pendukung secara 
terpadu untuk mendorong 
perekonomian daerah dan 
wilayah sekitarnya 

   Mengakomodasi kebutuhan 
kegiatan sektoral dan berbagai 
pemangku kepentingan di 
daerah secara sinergi dan 
berkelanjutan  
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3.5 Telaah KLHS 

 

Adapun isu strategis Kota Bontang oleh KLHS RPJMD 2021-2026 sebagai berikut : 

 

Tabel 3.7 Isu Strategis Kota Bontang KLHS RPJMD 2021-2026 

Pilar Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan 

Isu Strategis 

Lingkungan Tujuan 11: Menjadikan Kota dan 

Permukiman Inklusif, Aman, 

Tangguh dan Berkelanjutan 

Masih terdapat pemukiman kumuh dan 

masi terjadi banjir. 

Tujuan 15: Melindungi, 

Merestorasi dan Meningkatkan 

Pemanfaatan Berkelanjutan 

Ekosistem Daratan, Mengelola 

Hutan Secara Lestari, 

Menghentikan Penggurunan, 

Memulihkan Degradasi Lahan, 

Masih ada aktivitas pembangunan yang 

tidak mempertimbangkan DDDTLH Kota 

Bontang 

 

Selanjutnya, tabel berikut menyajikan estimasi luas area dari masing-masing jasa 

lingkungan hidup untuk setiap indikator yang perlu upaya tambahan dilengkapi 

dengan rekapitulasi dan arahan penyesuaian upaya tambahan sesuai kondisi daya 

dukung daya tampung lingkungan hidup serta berkaitan dengan Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang. 

 

 

Tabel 3.8  Indikator perlu upaya tambahan, faktor pembatas lingkungan dan arahan 

penyesuaiannya 

 

TPB Indikator Deskripsi 

Indikator dan Isu 

Strategis dari 

Indikator yang 

Perlu Upaya 

Tambahan 

Jasa Lingkungan 

Hidup DDDT-LH 

Arahan Penyesuaian Upaya 

Tambahan 

1 1.4.1(d) Persentase rumah 

tangga yang 

memiliki akses 

terhadap layanan 

sumber air minum 

layak dan 

berkelanjutan 

 Air 
 Ruang 

Hidup 
 Iklim 
 Tata Air 

dan Banjir 

Menambah Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) dan Hutan Kota. 

3 3.3.2(a) Insiden 

Tuberkulosis (ITB) 

per 100.000 

penduduk. 

 Ruang 
Hidup 

 Pencegahan 
Bencana 

Program Rumah Sehat dan 

Layak Huni bagi penduduk 

miskin. 
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3.6  Penentuan Isu Strategis 

 

Berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka 

menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat 

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, implikasi RTRW dan KLHS serta identifikasi 

internal. Adapun isu permasalahan yang akan ditangani pada Renstra Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Periode 2021-2026 adalah 

sebagai berikut: 

 

1.  Sekretariat 

a. Tata kelola Perangkat Daerah belum efektif, efisien dan belum 

transparan 

b. Kinerja dan profesionalitas PD belum optimal  

c. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Pubik 

d. Belum optimalnya pemberdayaan aparatur 

e. Belum optimalnya jumlah serta kualitas dan kuantitas sumber daya 

manusia (SDM). 

f. Masih kurangnya operasional penunjang kegiatan (sarana dan 

prasarana) pada masing-masing bidang Perangkat Daerah Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

g. Pengelolaan potensi pendapatan daerah belum optimal 

h. Alokasi anggaran masih tidak sesuai dengan target. 

i. Belum terlaksananya tata arsip dan penyimpanan dokumen yang baik 

j. Rasionalisasi anggaran yang disebabkan wabah Covid-19 berdampak 

pada kurang tercapainya sasaran Renstra PD. 

k. Belum optimalnya sistem informasi publik secara online Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

2.  Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sarana Prasarana Utilitas 

Umum 

a. Perencanaan & Pengendalian serta pengawasan pembangunan belum 

berkualitas 

b. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan  

c. Jumlah rumah tidak layak huni masih besar serta harga perumahan layak 

huni masih tidak terjangkau bagi MBR 



RENCANA STRATEGIS 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 - 2026 

72 
RENSTRA KOTA BONTANG TAHUN 2021 – 2026 

d. Belum tersedianya pembinaan lingkungan perumahan serta sosialisasi 

standar lingkungan layak pakai/ huni sehingga jumlah rumah tidak layak 

huni masih ada; 

e. Penanggulangan banjir lingkungan dan bencana lainnya belum 

terkoordinasi  

f. Penanganan drainase lingkungan belum terintegrasi secara baik  

g. Belum optimalnya pembiayaan perumahan 

h. Belum tersusunya basis data (data base) dan ketersediaan dokumen 

perencanaan terkait pembangunan perumahan dan penataan kawasan 

permukiman. 

i. Pemberdayaaan masyarakat belum optimal terhadap standar kelayakan 

pada hunian. 

j. Belum optimalnya peningkatan kualitas infrastruktur permukiman 

kumuh perkotaan serta luas kawasan permukiman kumuh masih tinggi. 

k. Kurangnya pendataan, penataan dan rehabilitasi lingkungan, 

perumahan dan permukiman rakyat.  

l. Kurangnya pendataan, penataan prasarana, sarana dan Utilitas. 

m. Masih belum optimal dalam mengatasi kawasan kumuh. 

n. Masih kurang optimalnya pengawasan pembangunan. 

o. Komponen-komponen permukiman layak huni yang belum terpenuhi 

diantaranya adalah akses terhadap perumahan, sanitasi, jalan 

lingkungan dan PSU permukiman lainnya.  

p. Masih adanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kesulitan 

mendapatkan akses perbankan untuk mengambil kredit rumah 

3.  Bidang Pertanahan 

a. Penyelesaian masalah sengketa tanah 

b. Permasalahan bidang lahan yang harganya tinggi dan ketersediaan yang 

terbatas 

c. Belum tersedianya sistem informasi pertanahan  

d. Perwujudan ketersediaan tanah bagi pertumbuhan dan pengembangan 

bangunan serta perekonomian masyarakat berbasis sektor maritim. 

Berbagai permasalahan yang kita hadapi seperti diatas dapat dirangkum menjadi 

isu strategis dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kota Bontang 2021 – 2026 , yaitu : 
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Tabel 3.9  Penentuan Isu Strategis DPKPP tahun 2021-2026 

Bidang / 
sub urusan 

Rangkuman Isu Permasalahan Perangkat 
Daerah 

Isu strategis 

Bidang 
Sekretariat 

a. Tata kelola Perangkat Daerah belum 
efektif, efisien dan belum transparan 

b. Kinerja dan profesionalitas PD belum 
optimal  

c. Belum optimalnya kualitas Pelayanan 
Pubik 

d. Belum optimalnya pemberdayaan 
aparatur 

e. Belum optimalnya jumlah serta kualitas 
dan kuantitas sumber daya manusia 
(SDM). 

f. Masih kurangnya operasional 
penunjang kegiatan (sarana dan 
prasarana) pada masing-masing bidang 
Perangkat Daerah Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

g. Pengelolaan potensi pendapatan daerah 
belum optimal 

h. Alokasi anggaran masih tidak sesuai 
dengan target. 

i. Belum terlaksananya tata arsip dan 
penyimpanan dokumen yang baik 

j. Belum optimalnya sistem informasi 
publik secara online Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

 

a. Belum optimalnya kualitas 
dan kuantitas sumberdaya 
manusia 

b. Belum optimalnya 
pemberdayaan aparatur 
sehingga kinerja dan 
profesionalitas PD masih 
kurang. 

c. Belum optimalnya sistem 
informasi publik secara 
online Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Bontang 

d. Tata kelola Perangkat Daerah  
belum efektif, efisien dan 
belum transparan  

e. Masih kurangnya 
sumberdaya manusia (SDM) 
serta sarana dan prasarana 
kegiatan pada masing-masing 
bidang Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Bontang 

f. Pengelolaan potensi 
pendapatan daerah belum 
optimal dan alokasi anggaran 
masih tidak sesuai target 

g. Belum optimalnya capaian 
kinerja 
 

Bidang 
Perumahan
, Kawasan 
Permukima
n dan 
Sarana 
Prasarana 
Utilitas 
Umum 

a. Perencanaan & Pengendalian serta 
pengawasan pembangunan belum 
berkualitas 

b. Menurunnya partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan  

c. Jumlah rumah tidak layak huni masih 
besar serta harga perumahan layak huni 
masih tidak terjangkau bagi MBR 

d. Belum tersedianya pembinaan 
lingkungan perumahan serta sosialisasi 
standar lingkungan layak pakai/ huni 
sehingga jumlah rumah tidak layak huni 
masih ada; 

e. Penanggulangan banjir lingkungan dan 
bencana lainnya belum terkoordinasi  

f. Penanganan drainase lingkungan belum 
terintegrasi secara baik  

g. Belum optimalnya pembiayaan 
perumahan 

h. Belum tersusunya basis data (data base) 
dan ketersediaan dokumen 
perencanaan terkait pembangunan 
perumahan dan penataan kawasan 
permukiman. 

i. Pemberdayaaan masyarakat belum 
optimal terhadap standar kelayakan 
pada hunian. 

j. Belum optimalnya peningkatan kualitas 
infrastruktur permukiman kumuh 

a. Jumlah rumah tak layak huni 
masih ada serta harga 
perumahan layak huni yang 
masih belum terjangkau oleh 
MBR 

b. Penanggulangan banjir 
lingkungan dan bencana 
lainnya belum terkoordinasi 

c. Belum optimalnya prasarana 
dan sarana utilitas (PSU) 
perumahan rakyat 

d. Penyediaan peningkatan 
kualitas lingkungan 
permukiman masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR) 

e. Belum optimalnya 
peningkatan kualitas 
infrastruktur permukiman 
kumuh serta luas kawasan 
permukiman kumuh yang 
masih tinggi 

f. Kurangnya pendataan, 
penataan serta rehabilitasi 
lingkungan perumahan, PSU 
dan permukiman rakyat. 

g. Belum tersusunya data base 
dan ketersediaan dokumen 
perencanaan terkait 
pembangunan perumahan, 
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Bidang / 
sub urusan 

Rangkuman Isu Permasalahan Perangkat 
Daerah 

Isu strategis 

perkotaan serta luas kawasan 
permukiman kumuh masih tinggi. 

k. Kurangnya pendataan, penataan dan 
rehabilitasi lingkungan, perumahan dan 
permukiman rakyat.  

l. Kurangnya pendataan, penataan 
prasarana, sarana dan Utilitas. 

m. Masih belum optimal dalam mengatasi 
kawasan kumuh. 

n. Masih kurang optimalnya pengawasan 
pembangunan. 

o. Komponen-komponen permukiman 
layak huni yang belum terpenuhi 
diantaranya adalah akses terhadap 
perumahan, sanitasi, jalan lingkungan 
dan PSU permukiman lainnya.  

p. Masih adanya masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR) yang 
kesulitan mendapatkan akses 
perbankan untuk mengambil kredit 
rumah 

 

PSU dan penataan kawasan 
permukiman Kota Bontang. 

 

Bidang 
Pertanahan 
 

a. Penyelesaian masalah sengketa tanah 
b. Permasalahan bidang lahan yang 

harganya tinggi dan ketersediaan yang 
terbatas 

c. Belum tersedianya sistem informasi 
pertanahan  

d. Perwujudan ketersediaan tanah bagi 
pertumbuhan dan pengembangan 
perekonomian masyarakat berbasis 
sektor maritim. 

 

a. Pengadaan dan penyelesaian 
sengketa tanah 

b. Pengelolaan tanah kosong 
dan perizinan membuka 
tanah 

c. Permasalahan bidang lahan 
yang harganya tinggi dan 
ketersedian yang terbatas 

d. Belum tersedianya sistem 
informasi tentang pertanahan 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

 

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukan 

tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah 

daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah 

selama lima tahun.  

 

Tujuan penyusunan Renstra-PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang ini adalah agar Dinas Proaktif dalam mengantisipasi 

berbagai perubahan yang terjadi, mendiagnosakan secara objektif keberhasilan 

yang ingin dicapai dengan wawasan ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima 

dengan memfasilitasi komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta fleksibel 

melakukan antisipasi terhadap perubahan yang terjadi.  

 

Inti dari perencanaan strategis ialah proses penelitian situasi yang sedang 

berlangsung, dan sebagai antisipasi ke arah masa depan dari suatu organisasi, 

penetapan sasaran, pengembangan stategi untuk mencapai sasaran tersebut, dan 

pengukuran hasil, serta memberikan arah perwujudan rencana peningkatan dan 

pengembangan kiprah Dinas Perumahan dan Permukiman yang konseptual, 

kontekstual, obyektif, faktual dan berkesinambungan dalam kurun waktu lima 

tahun ke depan sehingga jelas dan lugas tolak ukurnya untuk dilakukan monitoring 

dan evaluasi. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang sebagai penjabaran lebih 

lanjut dari Misi Walikota Bontang: 
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Tabel 4.1  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 

 
 
 
 

No. 

 
 
 
 

Tujuan 

 
 
 

Indikator 
Tujuan 

 
 
 

Sasaran 
Strategis 

 
 

Indikator 
Kinerja 
sasaran 

Kondisi 
kinerja 

pada 
Awal 

Periode 
Renstra 

2021 

 
 
 

Target Kinerja Sasaran pada Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada 
Akhir 

Periode 
Renstra 

2026 

Unit Sub bidang 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Meningkatkan 
kondusifitas 
pengelolaan 
pertanahan 

Cakupan 
penanganan 
konflik 
pertanahan 

Meningkatnya 
layanan mediasi 
penanganan 
sengketa tanah 
garapan 

Persentase 
penanganan 
sengketa tanah 
garapan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang Pertanahan 

2 Meningkatkan 
kualitas 
infrastruktur 
perumahan dan 
permukiman 
yang layak huni    

Tingkat akses 
hunian (TAH) 

Menurunnya 
backlog hunian 

Persentase 
backlog hunian 

31,06% 30,62% 30,17% 29,73% 29,29% 28,84% 28,84% Bidang Perumahan, 
Kawasn permukiman 
dan Prasarana, Sarana  
Utilitas Umum, Bidang 
Pertamanan dan 
Pemakaman dan UPT. 
Rusunawa 

Tingkat 
kualitas 
hunian (TKH) 

Menurunnya luas 
kawasan 
permukiman 
kumuh 

Persentase 
kawasan 
permukiman 
kumuh 
dibawah 10 
(sepuluh) Ha 
yang ditangani 

13,50% 
 

26,99% 
 

40,49% 
 

72,06% 
 

97,30% 
 

100% 100% 

Tingkat 
pelayanan 
jalan umum 
(TPJU) 

Meningkatnya 
kualitas jalan 
lingkungan 

Persentase 
jalan 
lingkungan 
dalam kondisi 
baik 

91,96% 92,38% 92,80% 93,22% 93,64% 94,06% 94,06% 
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No. 

 
 
 

Tujuan 

 
 
 

Indikator 
Tujuan 

 
 
 

Sasaran 
Strategis 

 
 

Indikator 
Kinerja 
sasaran 

Kondisi 
kinerja 

pada 
Awal 

Periode 
Renstra 

2021 

 
 

Target Kinerja Sasaran pada Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada 
Akhir 

Periode 
Renstra 

2026 

Unit Sub bidang 

2022 2023 2024 2025 2026 

  Tingkat 
Pelayanan 
Drainase 
(TPD) 

Meningkatnya 
kualitas drainase 
lingkungan 

Persentase 
drainase 
lingkungan 
dalam kondisi 
baik 

91,84% 92,14 % 92,86% 93,58% 94,30% 95,02% 95,02%  

3 Meningkatkan 
ketersediaan 
tanah yang 
mendukung 
IKLH 

Cakupan 
ketersediaan 
tanah RTH 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
tanah kosong 
untuk Ruang 
Terbuka Hijau 
(RTH) 

Persentase 
tanah kosong 
yang 
dimanfaatkan 
menjadi RTH 

- - 10% 30% 40% 50% 50% Bidang Pertanahan 

4 Meningkatkan 
ketersediaaan 
lahan yang siap 
guna dalam 
mendukung 
investasi 

Cakupan 
ketersediaan 
tanah 
pembangunan 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
tanah untuk 
pembangunan  

Persentase  
tanah yang 
dimanfaatkan 
untuk 
pembangunan 

10% 10% 
 

10% 10% 10% 10% 10% Bidang Pertanahan 
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BAB V 

STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN 

 

 

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategi merupakan strategi kebijakan 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bontang untuk 

mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan 

kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. 

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah OPD menunjukan bagaimana cara 

mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta target kinerja hasil 

(outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi 

dan  arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan 

OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. 

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan 

Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021- 2026 merupakan rumusan perencanaan 

komprehensif tentang bagaimana dinas mencapai tujuan dan sasaran secara efektif 

dan efisien. Metode dalam menentukan strategi dan arah kebijakan ini dilakukan 

berdasarkan mengkaji bagian telaahan pada bab sebelumnya serta melihat strategi 

dan kebijakan terdahulu kemudian dirundingkan untuk menentukan strategi dan 

kebijakan yang tepat untuk perumusan program dan kegiatan kinerja. 

 

5.1 Strategi  

 

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan 

dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian 

kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanggerang adalah sebagai berikut. 

 

1. Sekretariat 

a. Meningkatkan disiplin dan kompetensi SDM Perangkat Daerah 

b. Meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah 
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c. Pembuatan serta pengembangan sistem informasi akses pelayanan 

publik secara online 

d. Menyediakan kebijakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta 

penambahan jumlah SDM 

 

2. Bidang Pertanahan 

a. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam 

penyelesaian masalah pertanahan 

b. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka 

mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah pertanahan 

c. Penguatan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan 

mencegah konflik sosial 

d. Optimalisasi pemanfaatan tanah 

e. Meningkatkan ketersediaan tanah untuk program prioritas 

pembangunan daerah  

f. Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para 

stakeholders tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan 

pembangunan 

g. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan 

pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan 

h. Menyusun data base sistem informasi mengenai pertanahan di Kota 

Bontang 

i. Menyebarluaskan informasi mengenai pertanahan Kota Bontang melalui 

website DPKPP (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan) 

 

2. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sarana Prasarana Utilitas 

Umum 

a. Menetapkan rencana pembangunan dan pemeliharaan drainase 

lingkungan permukiman 

b. Mengoptimalkan penanganan drainase lingkungan dan penataan daerah 

sempadan sungai (bantaran sungai) 
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c. Meningkatkan kapasitas serta kualitas drainase lingkungan 

d. Menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan dan 

TPU 

e. Memperbaiki kualitas jalan lingkungan  jika terjadi kerusakan serta 

meningkatkan kualitas pembangunan jalan  

f. Menetapkan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan 

permukiman 

g. Mengembangkan sistem jaringan jalan lingkungan  

h. Pengadaan sistem Pengembangan perumahan publik yang layak, aman 

dan terjangkau 

i. Penataan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan sistem tata ruang  

j. Peningkatan layanan infrastruktur dasar permukiman termasuk sistem 

transportasi publik 

k. Menyusun database perumahan, dan kawasan permukiman 

l. Melakukan penyebaran informasi melalui website DPKPP Kota Bontang 

kepada publik 

 

 

5.2 Arah Kebijakan  

 

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk 

melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota 

Bontang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut. 

 

1. Sekretariat 

a. Penyediaan program atau kegiatan mengenai pengembangan 

sumberdaya manusia melalui disiplin aparatur daerah 

b. Penyediaan program atau kegiatan mengenai koordinasi serta 

sinkronisasi sistem pengelolahan pendapatan dan perencanaan 

anggaran daerah 

c. Pengembangan website akses pelayanan publik 
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d. Penyediaan layanan mengenai keluhan dan saran untuk PD melalui 

website 

e. Meningkatkan jumlah SDM serta melakukan bimbingan teknis 

(pelatihan) pada SDM msing-masing bidang Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang 

f. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur daerah 

 

2. Bidang Pertanahan 

a. Memfasilitasi atau mediasi penyelesaian masalah sengketa pertanahan  

b. Memfasilitasi penyelesaian dan penetapan tanah ulayat 

c. Memfasilitasi pemberian izin lokasi 

d. Menyelengggarakan bimbingan teknis penanganan masalah pertanahan 

e. Peningkatan peran fungsi LSM/Ormas/parpol dalam pembangunan bagi 

masyarakat luas, dengan penekanan pada sosialisasi berkelanjutan dan 

menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/ ormas dan parpol 

f. Membuat layanan untuk penyelesaian ganti rugi serta santunan tanah 

untuk pembangunan 

g. Membuat layanan mengenai pengelolaan izin membuka tanah 

h. Membuat kebijakan tentang penatagunaan tanah untuk pembangunan 

i. Pendataan seputar keadaaan pertanahan di Kota Bontang 

j. Pembuatan sistem informasi publik mengenai pertanahan melalui 

website  

k. Penyebarluasan informasi terkait pertanahan melalui website DPKPP 

(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) 

 

3. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sarana Prasarana Utilitas 

Umum 

a. Menyusun Data base Drainase Lingkungan Permukiman 

b. Melakukan Pembangunan atau perbaikan drainase lingkungan 

c. Melakukan pemeliharaan  drainase lingkungan dengan pengerukan 

secara rutin sedimen pada drainase lingkungan (normalisasi drainase) 
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d. Melakukan peningkatan kapasitas drainase yang sudah tidak berfungsi 

secara optimal menampung genangan air dengan penambahan dimensi 

drainase atau lainnya. 

e. Pembebasan permukiman di daerah sempadan sungai dan bantaran 

sungai 

f. Meningkatkan kualitas penyediaan hunian yang memiliki ketahanan 

terhadap bencana 

g. Melaksanakan pembangunan, perbaikan dan peningkatan serta 

pemeliharaan jalan lingkungan 

h. Menyusun Data base Jalan Lingkungan Permukiman 

i. Melaksanakan pembangunan bangunan pelengkap jalan dan hunian 

j. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban 

bencana 

k. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi 

program pemerintah daerah  

l. Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas rumah susun bagi masyarakat 

yang terkena bencana dan terkena relokasi program pemerintah 

m. Pemanfaatan tanah BMN/BUMN/BMD/BUMD untuk mendukung 

penyediaan rumah sewa untuk kelompok MBR (social rental housing) 

bagi MBR, termasuk kelompok millennial dan keluarga baru yang 

berpenghasilan rendah, khususnya di wilayah perkotaan.   

n. Memperluas kerjasama dengan Lembaga jasa keuangan dan instansi 

terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Susun.  

o. Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR 

sector informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan 

p. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, 

masyarakat dan dunia usaha.  

q. Pembentukan dan peningkatan peran badan badan perumahan publik 

dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman di 

perkotaan/metropolitan, termasuk untuk mengelola rumah sewa untuk 

hunian layak 
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r. Memperluas kerjasama antar lembaga jasa keuangan  untuk membantu 

terkait perbaikan rumah tak layak huni serta pencegahan tumbuhnya 

permukiman kumuh 

s. Pendataan luas kawasan kumuh Kota Bontang 

t. Penataan dan perencanaan perbaikan serta peningkatan  kualitas 

layanan infrastruktur permukiman kumuh 

u. Pembangunan kawasan permukiman yang terjangkau serta layak bagi 

masyarakat 

v. Melakukan pendataan mengenai perencanaan pembangunan 

perumahan, PSU serta penataan kawasan permukiman di kota Bontang 

w. Pembuatan data base mengenai perencanaan pembangunan perumahan, 

PSU serta penataan kawasan permukiman di kota Bontang melalui 

website DPKPP kemudian penyebaran informasi  kepada publik 

x. Pemanfaatan dana untuk pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal 

sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan 

permukiman kumuh 

 

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Kota Bontang dalam lima tahun mendatang 

dicantumkan pada Tabel 5.1 berikut ini: 
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Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Bidang / Sub urusan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Visi RPJMD : Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab 

Misi 1 :    Kota Bontang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan 

Bidang Pertanahan Meningkatkan 

Kondusivitas wilayah 

terkait konflik 

pertanahan 

Meningkatnya 

layanan mediasi 

penanganan 

sengketa tanah 

garapan 

a. Meningkatkan kapasitas dan 

pembinaan aparatur pemerintah 

dalam penyelesaian masalah 

pertanahan 

b. Meningkatkan koordinasi dan 

monitoring dalam rangka 

mengidentifikasi dan 

menginventarisasi masalah 

pertanahan 

c. Penguatan peran aktif 

masyarakat dalam menciptakan 

kerukunan dan mencegah 

konflik sosial 

 

a. Memfasilitasi atau mediasi Penyelesaian masalah 

sengketa pertanahan 

b. Memfasilitasi penyelesaian dan penetapan tanah 

ulayat 

c. Memfasilitasi pemberian izin lokasi 

d. Menyelengggarakan bimbingan teknis 

penanganan masalah pertanahan 

e. Peningkatan peran fungsi LSM/Ormas/parpol 

dalam pembangunan bagi masyarakat luas, 

dengan penekanan pada sosialisasi berkelanjutan 

dan menjalin hubungan yang harmonis dengan 

LSM/ ormas dan parpol 

 

Misi 2 : Kota Bontang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan 

infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup 

Bidang Perumahan, 

Kawasan Permukiman 

dan Sarana Prasarana 

Utilitas Umum, Bidang 

Pertamanan dan 

Meningkatkan 

kualitas infrastruktur 

bidang perumahan 

dan kawasan 

permukiman 

Menurunnya backlog 

hunian 

 

 

Pengadaan sistem Pengembangan 

perumahan publik yang  layak, 

aman, dan terjangkau 

 

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak 

layak huni bagi korban bencana 

b. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat 

yang terkena relokasi program pemerintah daerah  

c. Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas rumah 

susun bagi masyarakat yang terkena bencana dan 

terkena relokasi program pemerintah 
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Bidang / Sub urusan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Pemakaman dan UPT. 

Rusunawa 

 d. Pemanfaatan tanah BMN/BUMN/BMD/BUMD 

untuk mendukung penyediaan rumah sewa untuk 

kelompok MBR (social rental housing) bagi MBR, 

termasuk kelompok millennial dan keluarga baru 

yang berpenghasilan rendah, khususnya di wilayah 

perkotaan.   

e. Memperluas kerjasama dengan Lembaga jasa 

keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan 

penerbitan KPR Rumah Susun.  

f. Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk 

memfasilitasi MBR sector informal, penyediaan 

uang muka, dan penyediaan lahan 

g. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan pemerintah, 

pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.  

h. Pembentukan dan peningkatan peran badan badan 

perumahan publik dalam penyelenggaraan 

perumahan dan permukiman di 

perkotaan/metropolitan, termasuk untuk 

mengelola rumah sewa untuk hunian layak 
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Bidang / Sub urusan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Menurunnya luas 

kawasan 

permukiman kumuh 

a. Penataan kawasan permukiman 

kumuh sesuai dengan sistem 

tata ruang  

b. Peningkatan layanan 

infrastruktur dasar permukiman 

termasuk sistem transportasi 

publik 

 

a. Pendataan luas kawasan kumuh Kota Bontang 

b. Penataan dan perencanaan perbaikan serta 

peningkatan  kualitas layanan infrastruktur 

permukiman kumuh 

c. Pembangunan kawasan permukiman yang 

terjangkau serta layak bagi masyarakat untuk 

mencegah terjadinya permukiman kumuh 

d. Memperluas kerjasama antar lembaga jasa 

keuangan  untuk membantu terkait perbaikan 

rumah tak layak huni serta pencegahan 

tumbuhnya permukiman kumuh 

e. Pemanfaatan dana untuk pemberian bantuan 

uang sewa rumah tinggal sementara bagi 

masyarakat yang terkena program peremajaan 

permukiman kumuh 

 

Meningkatnya 

kualitas jalan 

lingkungan  

a. Memperbaiki kualitas jalan 

lingkungan  jika terjadi 

kerusakan serta meningkatkan 

kualitas pembangunan jalan 

b. Menetapkan rencana 

pembangunan dan pemeliharaan 

jalan lingkungan permukiman 

c. Mengembangkan sistem jaringan 

jalan lingkungan 

a. Melaksanakan pembangunan, perbaikan dan 

peningkatan serta pemeliharaan jalan lingkungan 

b. Menyusun Data base Jalan Lingkungan 

Permukiman 

c. Melaksanakan pembangunan bangunan pelengkap 

jalan dan hunian 

Meningkatnya 

kualitas drainase 

lingkungan 

a. Menetapkan rencana 

pembangunan dan pemeliharaan 

drainase lingkungan 

permukiman 

b. Mengoptimalkan penanganan 

drainase lingkungan dan 

a. Menyusun Data base Drainase Lingkungan 

Permukiman 

b. Melakukan Pembangunan atau perbaikan 

drainase lingkungan 
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Bidang / Sub urusan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

penataan daerah sempadan 

sungai (bantaran sungai) 

c. Meningkatkan kapasitas serta 

kualitas drainase lingkungan 

c. Melakukan pemeliharaan  drainase lingkungan 

dengan pengerukan secara rutin sedimen pada 

drainase lingkungan (normalisasi drainase) 

d. Melakukan peningkatan kapasitas drainase yang 

sudah tidak berfungsi secara optimal menampung 

genangan air dengan penambahan dimensi 

drainase atau lainnya. 

e. Pembebasan permukiman di daerah sempadan 

sungai dan bantaran sungai 

f. Meningkatkan kualitas penyediaan hunian yang 

memiliki ketahanan terhadap bencana 

 

Bidang Pertanahan Meningkatkan 

ketersediaan tanah 

yang mendukung 

IKLH  

Meningkatnya 

pemanfaatan tanah 

kosong untuk ruang 

terbuka hijau (RTH)  

a. Peningkatan kualitas dan 

kuantitas RTH sebagai fasilitas 

umum  

b. Melakukan perencanaan dan 

pengawasan terhadap 

pemanfaatan tanah kosong 

sebagai Ruang terbuka hijau 

a. Merencanakan atau meningatkan RTH dengan 

pembuatan hutan kota atau taman kota 

b. Merencanakan kebijakan tentang perencanaan 

pembangunan suatu bangunan yang mewajibkan 

memberi sedikit tanah kosong untuk 

pemanfaatan ruang terbuka hijau 

c. Mengikutsertakan masyarakat untuk berperan 

aktif dalam pengelolaan kebersihan, peningkatan 

dan pemeliharaan RTH 

 

Meningkatkan 

ketersediaaan tanah 

yang mendukung 

pertumbuhan 

ekonomi 

Meningkatnya 

pemanfaatan tanah 

untuk pembangunan 

a. Optimalisasi pemanfaatan tanah 

b. Meningkatkan ketersediaan 

tanah untuk program prioritas 

pembangunan daerah  

c. Meningkatkan pemahaman 

instansi yang memerlukan tanah 

dan para stakeholders tentang 

a. Membuat layanan untuk penyelesaian ganti rugi 

serta santunan tanah untuk pembangunan 

c. Membuat layanan mengenai pengelolaan izin 

membuka tanah 

d. Membuat kebijakan tentang penatagunaan tanah 

untuk pembangunan 
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Bidang / Sub urusan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

regulasi pengadaan tanah untuk 

kepentingan pembangunan 

d. Meningkatkan koordinasi dan 

monitoring pelaksanaan 

tahapan pengadaan tanah untuk 

kepentingan pembangunan 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN & PENDANAAN 

 

 

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan organisasi baik pada 

perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai. Selain itu 

indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari 

menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapaianya sasaran maupun tujuan 

organisasi yang bersangkutan. Hal tersebut selaras dengan visi dan misi yang akan 

dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bontang 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.  

 

Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan diimplementasikan 

melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang 

direncanakan dalam lima tahun ke depan harus dapat diwujudkan sasaran yang 

telah dituangkan di dalam Renstra Tahun 2021-2026.  

 

Program merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan 

beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBD 

Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun 

dan tahunan, dirinci menurut lokalitas OPD, lintas OPD, dan kewilayahan. Mengacu 

pada tujuan dan sasaran jangka menengah, serta memperhatikan kebijakan dan 

strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang seperti 

telah diuraikan pada bab IV, maka program dan kegiatan Dinas adalah sebagai 

berikut 
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Tabel 6.1 Rencana Program, kegiatan serta Pendanaan Indikatif  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

 

Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan dan 

Sub Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

program, kegiatan 
dan sub kegiatan 

 Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(Tahun 2021)  

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Perangk

at 
daerah 
penang

gung 
jawab 

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

Target Rp Target  Rp  Target  Rp  Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp  

                                        

    1 04         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Meningkatkan 
kualitas 
infrastruktur 
perumahan dan 
permukiman 
yang layak huni 

Menurunnya 
backlog hunian 

1 04 02       
PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 

Persentase fasilitasi 
penyediaan dan 
rehabilitasi rumah 
bagi korban bencana 

1% 

      4.501.065.311  

6% 

                
6.989.613.485  

16% 
            

1.000.000.000  
25% 

            
1.000.000.000  

34% 
                

1.000.000.000  
43% 

            
1.000.000.000  

43% 
              

1.000.000.000  
DPKPP 

Persentase fasilitasi 
penyediaan rumah 
bagi masyarakat 
terdampak relokasi 
program pemerintah  

1% 8,5% 20,5% 
            

3.403.000.000  
33,5% 

            
2.603.000.000  

45,5% 
                

2.403.000.000  
57,5% 

            
2.403.000.000  

57,5% 
              

2.403.000.000  
DPKPP 

1 04 02 2 01   

Pendataan Penyediaan 
dan Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana atau 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dan jenis data 
rehabilitasi rumah 
korban bencana atau 
relokasi rumah 
program pemerintah 

2 dokumen          209.734.100  4 dokumen 
                    

400.000.000  
4 dokumen 

                
400.000.000  

4 dokumen 
                

400.000.000  
4 dokumen 

                   
400.000.000  

4 dokumen 
               

400.000.000  
4 dokumen 

                 
400.000.000  

DPKPP 

1 04 02 2 01 01 

Identifikasi Perumahan 
di Lokasi Rawan 
Bencana atau Terkena 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Data Rumah di Lokasi 
Rawan Bencana dan 
Lokasi yang 
Berpotensi Terkena 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

1 dokumen 
               

100.767.050  
1 dokumen 

            
100.000.000  

1 dokumen          100.000.000  1 dokumen          100.000.000  1 dokumen 
            

100.000.000  
1 dokumen          100.000.000  1 dokumen           100.000.000  DPKPP 

1 04 02 2 01 02 
Identifikasi Lahan-Lahan 
Potensial sebagai Lokasi 
Relokasi Perumahan 

Jumlah Dokumen 
Data Identifikasi  
Lahan yang Potensial 
Sebagai Lokasi 
Relokasi Perumahan 

1 dokumen  
               

108.967.050  
1 dokumen 

            
100.000.000  

1 dokumen          100.000.000  1 dokumen          100.000.000  1 dokumen 
            

100.000.000  
1 dokumen          100.000.000  1 dokumen           100.000.000  DPKPP 

1 04 02 2 01 05 

Pendataan dan 
Verifikasi Penerima 
Rumah bagi Korban 
Bencana Alam atau 
Terkena Relokasi 
Program 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Data Calon Penerima 
Rumah bagi Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota atau 
yang Terkena Relokasi 
Program 
Kabupaten/Kota yang 
Terverifikasi 

-  -  1 dokumen 
            

100.000.000  
1 dokumen          100.000.000  1 dokumen          100.000.000  1 dokumen 

            
100.000.000  

1 dokumen          100.000.000  1 dokumen           100.000.000  DPKPP 

1 04 02 2 01 06 

Pendataan Rumah Sewa 
Milik Masyarakat, 
Rumah Susun dan 
Rumah Khusus 

Jumlah   Dokumen   
Data   Rumah   Sewa   
Milik Masyarakat, 
Rumah Susun, dan 
Rumah Khusus 

-  -  1 dokumen 
            

100.000.000  
1 dokumen          100.000.000  1 dokumen          100.000.000  1 dokumen 

            
100.000.000  

1 dokumen          100.000.000  1 dokumen           100.000.000  DPKPP 
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan dan 

Sub Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

program, kegiatan 
dan sub kegiatan 

 Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(Tahun 2021)  

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Perangk

at 
daerah 
penang

gung 
jawab 

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

Target Rp Target  Rp  Target  Rp  Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp  

                                        

1 04 02 2 03   

Pembangunan dan 
Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana atau 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Jumlah unit rumah  
rehabilitasi korban 
bencana atau relokasi 
program pemerintah 
yang dibangun 

-  -  
2 unit 
rumah 

                
3.147.807.680  

2 unit 
rumah 

                
700.000.000  

2 unit 
rumah 

                
700.000.000  

2 unit 
rumah 

                   
700.000.000  

2 unit 
rumah 

               
700.000.000  

2 unit 
rumah 

                 
700.000.000  

DPKPP 

1 04 02 2 03 01 
Rehabilitasi Rumah bagi 
Korban Bencana 

Jumlah          Rumah          
Korban          Bencana 
Kabupaten/Kota yang 
Terehabilitasi 

-  -  
1 unit 
rumah 

                    
350.000.000  

1 unit 
rumah 

                
350.000.000  

1 unit 
rumah 

                
350.000.000  

1 unit 
rumah 

                   
350.000.000  

1 unit 
rumah 

               
350.000.000  

1 unit 
rumah 

                 
350.000.000  

DPKPP 

1 04 02 2 03 02 

Penyusunan Site Plan 
dan/atau Detail 
Engineering Design 
(DED) bagi Rumah 
Korban Bencana atau 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Site Plan 
dan/atau Detail 
Engineering Design 
(DED) bagi Rumah 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota atau 
yang Terkena Relokasi 
Program 
Kabupaten/Kota 

-  -  1 dokumen 
                

2.447.807.680  
- 

                                      
-  

- 
                                      

-  
- 

                                         
-  

- 
                                     

-  
- 

                                       
-  

DPKPP 

1 04 02 2 03 04 
Pembangunan Rumah 
bagi Korban Bencana 

Jumlah      Rumah      
bagi      Korban      
Bencana 
Kabupaten/Kota yang 
Terbangun 

-  -  
1 unit 
rumah 

                    
350.000.000  

1 unit 
rumah 

                
350.000.000  

1 unit 
rumah 

                
350.000.000  

1 unit 
rumah 

                   
350.000.000  

1 unit 
rumah 

               
350.000.000  

1 unit 
rumah 

                 
350.000.000  

DPKPP 

1 04 02 2 5   

Pembinaan 
Pengelolaan Rumah 
Susun Umum dan/atau 
Rumah Khusus 

Jumlah RT, KK & jiwa 
penghuni rumah 
susun umum & 
rumah khusus yg 
dibina 

406 jiwa 
           

4.291.331.211  
406 jiwa 

         
3.441.805.805  

406 jiwa 
            

3.303.000.000  
406 jiwa 

            
2.503.000.000  

406 jiwa 
                

2.303.000.000  
406 jiwa 

            
2.303.000.000  

406 jiwa 
              

6.282.938.026  
DPKPP 

1 04 02 2 05 01 

Fasilitasi Pengelolaan 
Kelembagaan dan 
Pemilik/Penghuni 
Rumah Susun 

Jumlah   Laporan   
Hasil   Fasilitasi   
Pengelolaan 
Kelembagaan    bagi    
Pemilik/Penghuni    
Rumah Susun 

250 laporan 
           

3.502.835.248  
300 laporan 

         
2.668.329.955  

280 laporan 
            

2.503.000.000  
250 laporan 

            
2.000.000.000  

225 laporan 
                

1.900.000.000  
200 laporan 

            
1.900.000.000  

200 laporan 
              

5.128.501.086  
DPKPP 

1 04 02 2 05 02 

Penatausahaan 
Pemanfaatan Rumah 
Susun Umum dan/atau 
Rumah Khusus 

Jumlah  Dokumen  
Pemanfaatan  Rumah  
Susun Umum 
dan/atau Rumah 
Khusus 

4 dokumen 
               

788.495.963  
4 dokumen 

            
773.475.850  

4 dokumen 
                

800.000.000  
4 dokumen 

                
503.000.000  

4 dokumen 
                   

403.000.000  
4 dokumen 

               
403.000.000  

4 dokumen 
              

1.154.436.940  
DPKPP 

Menurunnya 
luas kawasan 
permukiman 
kumuh 

1 04 03       
PROGRAM KAWASAN 
PERMUKIMAN 

Persentase kawasan 
permukiman kumuh 
di bawah 10 ha yg 
ditangani 

13,5%     12.525.801.450  26,99% 
              

10.944.529.141  
40,49% 

            
3.500.000.000  

72,06% 
            

5.110.000.000  
97,3% 

                
3.250.000.000  

100% 
            

1.071.875.000  
100% 

              
1.071.875.000  

DPKPP 

1 04 03 2 01   

Penerbitan Izin 
Pembangunan dan 
Pengembangan 
Kawasan Permukiman 

Jumlah rekomendasi 
izin pembangunan & 
pengembangan 
kawasan 
permukiman yg 
diterbitkan 

-  -  1 dokumen 
                    

100.000.000  
1 dokumen 

                
100.000.000  

1 dokumen 
                

100.000.000  
1 dokumen 

                   
100.000.000  

1 dokumen 
               

100.000.000  
1 dokumen 

                 
100.000.000  

DPKPP 



 
 
 

92 
RENSTRA KOTA BONTANG TAHUN 2021 – 2026 

Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan dan 

Sub Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

program, kegiatan 
dan sub kegiatan 

 Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(Tahun 2021)  

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Perangk

at 
daerah 
penang

gung 
jawab 

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

Target Rp Target  Rp  Target  Rp  Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp  

                                        

1 04 03 2 01 03 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengendalian 
Pembangunan dan 
Pengembangan 
Kawasan Permukiman 
dan Permukiman 
Kumuh 

Jumlah     Laporan     
Hasil     Koordinasi     
dan Sinkronisasi   
Pengendalian   
Pembangunan   dan 
Pengembangan 
Kawasan Permukiman 
dan Permukiman 
Kumuh 

-  -  1 laporan 
                    

200.000.000  
1 laporan 

                
100.000.000  

1 laporan 
                

100.000.000  
1 laporan 

                   
100.000.000  

1 laporan 
               

100.000.000  
1 laporan 

                 
100.000.000  

DPKPP 

1 04 03 2 02   

Penataan dan 
Peningkatan Kualitas 
Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas di 
Bawah 10 (sepuluh) Ha 

Jumlah dokumen 
Penataan dan 
Peningkatan Kualitas 
Kawasan 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas di 
Bawah 10 (sepuluh) 
Ha   

1 dokumen 
               

524.195.890  
2 dokumen 

                    
400.000.000  

2 dokumen 
                

200.000.000  
2 dokumen 

                
200.000.000  

2 dokumen 
                   

200.000.000  
2 dokumen 

               
200.000.000  

2 dokumen 
                 

200.000.000  
DPKPP 

1 04 03 2 02 01 
Survei dan Penetapan 
Lokasi Perumahan dan 
Permukiman Kumuh 

Jumlah   Hasil   Survei   
dan   Penetapan   
Lokasi Perumahan dan 
Permukiman Kumuh 

1 dokumen          524.195.890  1 dokumen 
                    

200.000.000  
- 

                                      
-  

- 
                                      

-  
- 

                                         
-  

- 
                                     

-  
- 

                                       
-  

DPKPP 

1 04 03 2 02 02 

Penyusunan Rencana 
Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas 
Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh 

Jumlah   Dokumen   
Rencana   Pencegahan   
dan 
Peningkatan  Kualitas  
Perumahan  Kumuh  
dan Permukiman 
Kumuh 

-  -  -  -  1 dokumen 
                

100.000.000  
1 dokumen 

                
100.000.000  

1 dokumen 
                   

100.000.000  
1 dokumen 

               
100.000.000  

1 dokumen 
                 

100.000.000  
DPKPP 

1 04 03 2 02 05 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengendalian Penataan 
Pemugaran/Peremajaa
n Permukiman Kumuh 

Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengendalian 
Penataan 
Pemugaran/Peremaja
an Permukiman 
Kumuh 

-  -  -  -  1 laporan 
                

100.000.000  
1 laporan 

                
100.000.000  

1 laporan 
                   

100.000.000  
1 laporan 

               
100.000.000  

1 laporan 
                 

100.000.000  
DPKPP 

1 04 03 2 02 08 
Penyusunan / Review / 
Legalisasi Kebijakan 
Bidang PKP 

Jumlah  Dokumen  
Kebijakan  Bidang  
PKP  yang 
Tersusun/Tereview 
/Terlegalisasi 

-  -  1 dokumen 
                    

200.000.000  
- 

                                      
-  

- 
                                      

-  
- 

                                         
-  

- 
                                     

-  
- 

                                       
-  

DPKPP 

1 04 03 2 03   

Peningkatan Kualitas 
Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas di 
Bawah 10 (sepuluh) Ha 

Luas Kawasan 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas di 
Bawah 10 (sepuluh) 
Ha yang ditangani 

1 Ha     12.001.605.560  1 Ha 
              

10.444.529.141  
1 Ha 

            
3.200.000.000  

2,34 Ha 
            

4.810.000.000  
1,87 Ha 

                
2.950.000.000  

0,2 Ha 
               

771.875.000  
0,2 Ha 

                 
771.875.000  

DPKPP 

1 04 03 2 03 01 

Penyusunan Rencana 
Tapak (Site Plan) dan 
Detail Engineering 
Design (DED) 
Peremajaan/Pemugara
n Permukiman Kumuh 

Jumlah Rencana 
Tapak (Site Plan ) dan 
Detail Engineering  
Design   (DED) 
Peremajaan/Pemugar
an Permukiman 
Kumuh 

1 dokumen          982.526.560  1 dokumen 
                

2.844.529.141  
1 dokumen 

            
1.000.000.000  

1 dokumen 
            

1.000.000.000  
1 dokumen 

                   
500.000.000  

1 dokumen 
               

300.000.000  
1 dokumen 

                 
300.000.000  

DPKPP 



 
 
 

93 
RENSTRA KOTA BONTANG TAHUN 2021 – 2026 

Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan dan 

Sub Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

program, kegiatan 
dan sub kegiatan 

 Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(Tahun 2021)  

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Perangk

at 
daerah 
penang

gung 
jawab 

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

Target Rp Target  Rp  Target  Rp  Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp  

                                        

1 04 03 2 03 02 
Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni 

Jumlah    Rumah    
Tidak    Layak    Huni    
yang Diperbaiki 

-  -  
160 unit 
rumah 

                
3.800.000.000  

30 unit 
rumah 

                
800.000.000  

30 unit 
rumah 

                
800.000.000  

30 unit 
rumah 

                   
800.000.000  

30 unit 
rumah 

               
200.000.000  

30 unit 
rumah 

                 
200.000.000  

DPKPP 

1 04 03 2 03 04 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengendalian 
Penyelenggaraan 
Pemugaran/Peremajaa
n Permukiman Kumuh 

Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengendalian 
Penyelenggaraan 
Pemugaran/Peremaja
an Permukiman 
Kumuh 

-  -  1 laporan 
                    

200.000.000  
1 laporan 

                
100.000.000  

1 laporan 
                

100.000.000  
1 laporan 

                   
100.000.000  

1 laporan 
               

100.000.000  
1 laporan 

                 
100.000.000  

DPKPP 

1 04 03 2 03 06 

Pelaksanaan 
Pembangunan 
Pemugaran/ 
Peremajaan  
Permukiman Kumuh 

Luas Permukiman 
Kumuh yang 
Diremajakan/Dipugar 

1 Ha      11.019.079.000  1 Ha 
                

3.600.000.000  
1 Ha 

            
1.300.000.000  

2,34 Ha 
            

2.910.000.000  
1,87 Ha 

                
1.550.000.000  

0,2 Ha 
               

171.875.000  
0,2 Ha 

                 
171.875.000  

DPKPP 

1 04 04       

PROGRAM 
PERUMAHAN DAN 
KAWASAN 
PERMUKIMAN KUMUH 

Persentase rumah 
tidak layak huni 
diluar kawasan 
kumuh 

2,71%       1.824.256.841  2,67% 
                

1.515.000.000  
2,63% 

            
1.000.000.000  

2,59% 
            

1.000.000.000  
2,55% 

                
1.000.000.000  

2,53% 
            

1.000.000.000  
2,53% 

              
1.000.000.000  

DPKPP 

1 04 04 2 01   

Pencegahan 
Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 
Kumuh pada Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Rumah Tidak 
Layak Huni yang 
ditangani untuk 
Pencegahan 
Terhadap Tumbuh 
dan Berkembangnya 
Permukiman Kumuh 
di Luar Kawasan 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas di 
Bawah 10 (Sepuluh) 
Ha  

40 unit 
rumah 

      1.824.256.841  
30 unit 
rumah 

                
1.515.000.000  

30 unit 
rumah 

            
1.000.000.000  

30 unit 
rumah 

            
1.000.000.000  

30 unit 
rumah 

                
1.000.000.000  

30 unit 
rumah 

            
1.000.000.000  

30 unit 
rumah 

              
1.000.000.000  

DPKPP 

1 04 04 2 01 01 

Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni untuk 
Pencegahan terhadap 
Tumbuh dan 
Berkembangnya 
Permukiman Kumuh 
diluar Kawasan 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas di Bawah 
10 (sepuluh) Ha 

Jumlah Rumah Tidak 
Layak Huni untuk 
Pencegahan Terhadap 
Tumbuh dan 
Berkembangnya 
Permukiman Kumuh 
di Luar Kawasan 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas di Bawah 
10 (Sepuluh) Ha yang 
Diperbaiki 

40 unit 
rumah 

      1.824.256.841  
30 unit 
rumah 

                
1.515.000.000  

30 unit 
rumah 

            
1.000.000.000  

30 unit 
rumah 

            
1.000.000.000  

30 unit 
rumah 

                
1.000.000.000  

30 unit 
rumah 

            
1.000.000.000  

30 unit 
rumah 

              
1.000.000.000  

DPKPP 

Meningkatnya 
kualitas jalan 
lingkungan  

1 04 05       

PROGRAM 
PENINGKATAN 

PRASARANA, SARANA 
DAN UTILITAS UMUM 

(PSU) 

Persentase jalan 
lingkungan dalam 
kondisi baik 

91,96% 

    36.651.531.641  

92,38% 

       
17.865.600.000  

92,80%     10.866.485.491  93,22%     11.953.134.040  93,64% 
       

13.148.447.444  
94,06%     14.054.149.444  94,06% 

           
14.054.149.444  

DPKPP 

Meningkatnya 
kualitas drainase 
lingkungan  

Persentase drainase 
lingkungan dalam 
kondisi baik 

91,84% 92,14% 92,86%       2.992.719.775  93,58%       3.281.991.753  94,30% 
         

3.600.190.928  
95,02%       3.950.210.021  95,02% 

              
3.950.210.021  

DPKPP 

  Persentase 
Ketersediaan sarana 
dan prasarana TPU  

48% 54% 60% 
                

300.000.000  
66% 

                
300.000.000  

72% 
                   

300.000.000  
78% 

               
300.000.000  

78% 
                 

300.000.000  
DPKPP 



 
 
 

94 
RENSTRA KOTA BONTANG TAHUN 2021 – 2026 

Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan dan 

Sub Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

program, kegiatan 
dan sub kegiatan 

 Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(Tahun 2021)  

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Perangk

at 
daerah 
penang

gung 
jawab 

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

Target Rp Target  Rp  Target  Rp  Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp  

                                        

  

1 04 05 2 01   
Urusan 

Penyelenggaraan PSU 
Perumahan 

Panjang jalan yang 
dibangun/direbah 

4.624 m 

    36.651.531.641  

2.000 m 

       
17.865.600.000  

2.000 m     10.866.485.491  2.000 m     11.953.134.040  2.000 m 
       

13.148.447.444  
2.000 m     14.054.149.444  2.000 m 

           
14.054.149.444  

DPKPP 

  
Panjang drainase 
yang 
dibangun/direhab 

3.724 m 1.000 m 1.000 m       2.992.719.775  1.000 m       3.281.991.753  1.000 m 
         

3.600.190.928  
1.000 m       3.950.210.021  1.000 m 

              
3.950.210.021  

DPKPP 

  
Jumlah sarana dan 
prasarana TPU 

24 jenis 27 jenis 30 jenis 
                

300.000.000  
33 jenis 

                
300.000.000  

36 jenis 
                   

300.000.000  
39 jenis 

               
300.000.000  

39 jenis 
                 

300.000.000  
DPKPP 

  

1 04 05 2 01 01 
Perencanaan 
Penyediaan PSU 
Perumahan 

 Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Penyediaan PSU 
Perumahan 

-  -  
15 

dokumen 
                

1.600.000.000  
15 

dokumen 
            

1.600.000.000  
15 

dokumen 
            

1.600.000.000  
15 

dokumen 
                

1.600.000.000  
15 

dokumen 
            

1.600.000.000  
15 

dokumen 
              

1.600.000.000  
DPKPP 

  

1 04 05 2 01 02 

Penyediaan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas 
Umum di Perumahan 
untuk Menunjang 
Fungsi Hunian 

Jumlah   Lokasi   
Perumahan   yang   
Disediakan Prasarana,  
Sarana,   dan  Utilitas  
Umum  yang 
Menunjang Fungsi 
Hunian 

15 Lokasi     36.651.531.641  15 Lokasi 
       

16.015.600.000  
15 Lokasi       9.006.903.950  15 Lokasi     10.038.844.350  15 Lokasi 

       
11.173.978.779  

15 Lokasi     12.115.769.600  15 Lokasi 
           

12.115.769.600  
DPKPP 

  

1 04 05 2 01 03 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi dalam 
rangka Penyediaan 
Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum 
Perumahan 

Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi dalam 
rangka   Penyediaan 
Prasarana,     Sarana,     
dan     Utilitas     
Umum 
Perumahan 

-  -  1 laporan 
                    

250.000.000  
1 laporan 

                
250.000.000  

1 laporan 
                

250.000.000  
1 laporan 

                   
250.000.000  

1 laporan 
               

250.000.000  
1 laporan 

                 
250.000.000  

DPKPP 

    2 10          URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN  

Meningkatkan 
kondusifitas 
pengelolaan 
pertanahan 

Meningkatnya 
layanan mediasi 
penanganan 
sengketa tanah 
garapan 

2 10 04       

PROGRAM 
PENYELESAIAN 
SENGKETA TANAH 
GARAPAN 

PERSENTASE 
PENANGANAN 
SENGKETA TANAH 
GARAPAN 

100%          624.195.878  100% 
            

624.655.379  
100%          650.000.000  100%          650.000.000  100% 

            
600.000.000  

100% 
               

600.000.000  
100% 

                 
600.000.000  

DPKPP 

2 10 04 2 01   

Penyelesaian Sengketa 
Tanah Garapan dalam 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah fasilitasi 
penanganan sengketa 
tanah garapan 

9 dokumen          624.195.878  8 dokumen 
            

624.655.379  
10 

dokumen 
         650.000.000  

10 
dokumen 

         650.000.000  
10 

dokumen 
            

600.000.000  
10 

dokumen 
               

600.000.000  
10 
dokumen 

                 
600.000.000  

DPKPP 

2 10 04 2 01 01 

Inventarisasi Sengketa, 
Konflik, dan Perkara 
Pertanahan dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah   Data   
Sengketa,   Konflik   
dan   Perkara dalam 1 
(Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

9 dokumen          436.313.508  8 Dokumen 
            

435.855.009  
10 

dokumen 
         300.000.000  

10 
dokumen 

         300.000.000  
10 

dokumen 
            

350.000.000  
10 

dokumen 
               

350.000.000  
10 

dokumen 
                 

350.000.000  
DPKPP 

2 10 04 2 01 02 

Mediasi Penyelesaian 
Sengketa Tanah 
Garapan dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Berita Acara 
Hasil Mediasi 
Penyelesaian Kasus 
Sengketa  dan Konflik 
Tanah Garapan dalam 
1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

9 berita 
acara 

         187.882.370  
8 berita 

acara 
            

188.800.370  
10 berita 

acara 
         350.000.000  

10 berita 
acara 

         350.000.000  
10 berita 

acara 
            

250.000.000  
10 berita 

acara 
               

250.000.000  
10 berita 

acara 
                 

250.000.000  
DPKPP 



 
 
 

95 
RENSTRA KOTA BONTANG TAHUN 2021 – 2026 

Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan dan 

Sub Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

program, kegiatan 
dan sub kegiatan 

 Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(Tahun 2021)  

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Perangk

at 
daerah 
penang

gung 
jawab 

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

Target Rp Target  Rp  Target  Rp  Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp  

                                        

Meningkatkan 
ketersediaan 
lahan yang siap 
guna dalam 
mendukung 
investasi 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
tanah untuk 

pembangunan 
2 10 05       

PROGRAM 
PENYELESAIAN GANTI 
KERUGIAN DAN 
SANTUNAN TANAH 
UNTUK 
PEMBANGUNAN 

Persentase 
Penyelesaian 
Masalah Ganti Rugi 
dan Santunan Tanah 

0%          699.342.251  25% 
            

570.642.748  
50%          600.000.000  75%          600.000.000  100% 

            
600.000.000  

100% 
               

600.000.000  
100% 

                 
600.000.000  

DPKPP 

2 10 05 2 01   

Penyelesaian Masalah 
Ganti Kerugian dan 
Santunan Tanah untuk 
Pembangunan oleh 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Fasilitasi Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Penyelesaian Masalah 
Ganti Kerugian dan 
Santunan Tanah untuk 
Pembangunan oleh 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

1 dokumen          699.342.251  1 dokumen 
            

570.642.748  
1 dokumen          600.000.000  1 dokumen          600.000.000  1 dokumen 

            
600.000.000  

1 dokumen 
               

600.000.000  
1 dokumen 

                 
600.000.000  

DPKPP 

2 10 05 2 01 02 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penyelesaian Masalah 
Ganti Kerugian dan 
Santunan Tanah untuk 
Pembangunan oleh 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penyelesaian Masalah 
Ganti Kerugian dan 
Santunan Tanah untuk 
Pembangunan oleh 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

1 dokumen          699.342.251  1 dokumen 
            

570.642.748  
1 dokumen          600.000.000  1 dokumen          600.000.000  1 dokumen 

            
600.000.000  

1 dokumen          600.000.000  1 dokumen           600.000.000  DPKPP 

Meningkatkan 
ketersediaan 
tanah yang 
mendukung IKLH 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
tanah kosong 
untuk Ruang 
Terbuka Hijau 
(RTH) 

2 10 08       
PROGRAM 
PENGELOLAAN TANAH 
KOSONG 

Persentase Tanah 
Kosong yang 
Dimanfaatkan 

-  -  -  -  10%            50.000.000  30%            65.000.000  40%               80.000.000  50%          100.000.000  50%           100.000.000  DPKPP 

2 10 08 2 01   
Penyelesaian Masalah 
Tanah Kosong 

Persentase    Laporan    
Koordinasi    dalam    
rangka Penyelesaian 
Tanah Kosong 

-  -  -  -  100%            50.000.000  100%            65.000.000  100%               80.000.000  100%          100.000.000  100%           100.000.000  DPKPP 

2 10 08 2 01 01 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penyelesaian Tanah 
Kosong      di       dalam      
1      (satu)      Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah    Laporan    
Koordinasi    dalam    
rangka Penyelesaian 
Tanah Kosong 

-  -  -  -  1 laporan            50.000.000  1 laporan            65.000.000  1 laporan               80.000.000  1 laporan          100.000.000  1 laporan           100.000.000  DPKPP 

Meningkatkan 
ketersediaan 
lahan yang siap 
guna dalam 
mendukung 
investasi 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
tanah untuk 
pembangunan 

2 10 09       
PROGRAM 
PENGELOLAAN IZIN 
MEMBUKA TANAH 

Persentase 
penyediaan tanah 
untuk masyarakat 

- - 50% 
            

106.593.881  
60%          110.000.000  75%          110.000.000  90% 

                   
100.000.000  

100% 
               

100.000.000  
100% 

                 
100.000.000  

DPKPP 

2 10 09 2 01   
Penerbitan Izin 
Membuka Tanah 

Jumlah fasilitasi 
penerbitan izin 
membuka tanah 

- - 3 lokasi 
            

106.593.881  
3 lokasi          110.000.000  3 lokasi          110.000.000  3 lokasi 

                   
100.000.000  

3 lokasi 
               

100.000.000  
3 lokasi 

                 
100.000.000  

DPKPP 

2 10 09 2 01 01 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pemberian 
Izin Membuka Tanah 

Jumlah   Dokumen   
Kegiatan   Koordinasi   
dan Sinkronisasi    
dalam    rangka    
Pemberian    Izin 
Membuka Tanah 

-  -  1 dokumen 
            

106.593.881  
1 dokumen          110.000.000  1 dokumen          110.000.000  1 dokumen 

                   
100.000.000  

1 dokumen 
               

100.000.000  
1 dokumen 

                 
100.000.000  

DPKPP 

2 10 10       
PROGRAM 
PENATAGUNAAN 
TANAH 

Persentase 
penyediaan tanah 
untuk fasilitas publik 

10%          106.593.881  -  -  10% 
                  

50.000.000  
10% 

                  
50.000.000  

10% 
                      

50.000.000  
10% 

                  
50.000.000  

10% 
                    

50.000.000  
DPKPP 

2 10 10 2 01   

Penggunaan Tanah 
yang hamparannya 
dalam satu Daerah 
Kabupaten/Kota 

Peta Zona Nilai Tanah 1 dokumen          106.593.881  -  -  1 dokumen 
                  

50.000.000  
1 dokumen 

                  
50.000.000  

1 dokumen 
                      

50.000.000  
1 dokumen 

                  
50.000.000  

1 dokumen 
                    

50.000.000  
DPKPP 
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan dan 

Sub Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

program, kegiatan 
dan sub kegiatan 

 Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(Tahun 2021)  

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Perangk

at 
daerah 
penang

gung 
jawab 

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

Target Rp Target  Rp  Target  Rp  Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp  

                                        

2 10 10 2 01 02 

Koordinasi Pemetaan 
Zona Nilai Tanah 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi untuk 
Menetapkan Zona 
Nilai Tanah sebagai 
Dasar Pelayanan 
Informasi Nilai Tanah 
dan Pelayanan 
Pertanahan Lainnya 

1 dokumen          106.593.881  -  -  1 dokumen 
                  

50.000.000  
1 dokumen 

                  
50.000.000  

1 dokumen 
                      

50.000.000  
1 dokumen 

                  
50.000.000  

1 dokumen 
                    

50.000.000  
DPKPP 

    1 4         URUSAN PEMERINTAHAN KESEKRETARIATAN 

    

1 04 01       

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Persentase 
pemenuhan layanan 
penunjang urusan 
pemerintahan daerah  

100%     12.589.560.652  100% 
       

12.540.765.366  
100%     12.666.173.020  100%     12.792.834.750  100% 

       
12.920.763.097  

100%     13.696.008.883  100%      13.696.008.883   DPKPP 

1 04 01 2 01   

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

3 dokumen            78.017.373  3 dokumen 
              

78.000.000  
3 dokumen            78.000.000  3 dokumen            78.000.000  3 dokumen               78.000.000  3 dokumen            78.000.000  3 dokumen             78.000.000  DPKPP 

1 04 01 2 01 01 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

2 dokumen            55.770.368  2 dokumen 
              

56.000.000  
2 dokumen            56.000.000  2 dokumen            56.000.000  2 dokumen               56.000.000  2 dokumen            56.000.000  2 dokumen             56.000.000  DPKPP 

1 04 01 2 01 06 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

1 laporan            22.247.005  1 laporan 
              

22.000.000  
1 laporan            22.000.000  1 laporan            22.000.000  1 laporan               22.000.000  1 laporan            22.000.000  1 laporan             22.000.000  DPKPP 

1 04 01 2 02   
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

2 dokumen       8.479.661.094  2 dokumen 
         

8.501.500.000  
2 dokumen       8.501.500.000  2 dokumen       8.501.500.000  2 dokumen 

         
8.501.500.000  

2 dokumen       8.501.500.000  2 dokumen        8.501.500.000  DPKPP 

1 04 01 2 02 01 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah    Orang    yang    
Menerima    Gaji    dan 
Tunjangan ASN 

44 
orang/bulan       8.478.161.322  

45 
orang/bulan 

         
8.500.000.000  

45 
orang/bulan       8.500.000.000  

45 
orang/bulan       8.500.000.000  

45 
orang/bulan 

         
8.500.000.000  

45 
orang/bulan       8.500.000.000  

45 
orang/bulan        8.500.000.000  DPKPP 

1 04 01 2 02 05 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir Tahun  
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi  
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

1 laporan                 749.802  1 laporan 
                   

750.000  
1 laporan                 750.000  1 laporan                 750.000  1 laporan                    750.000  1 laporan                 750.000  1 laporan                  750.000  DPKPP 

1 04 01 2 02 08 
Penyusunan Pelaporan 
dan Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

Jumlah    Dokumen    
Pelaporan    dan    
Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

1 dokumen                 749.970  1 dokumen 
                   

750.000  
1 dokumen                 750.000  1 dokumen                 750.000  1 dokumen                    750.000  1 dokumen                 750.000  1 dokumen                  750.000  DPKPP 
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan dan 

Sub Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

program, kegiatan 
dan sub kegiatan 

 Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(Tahun 2021)  

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Perangk

at 
daerah 
penang

gung 
jawab 

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

Target Rp Target  Rp  Target  Rp  Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp  

                                        

1 04 01 2 05   
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah pegawai yang 
mendapatkan 
layanan administrasi 
kepegawaian 

44 orang          386.840.000  45 orang 
            

395.000.000  
45 orang          395.000.000  45 orang          395.000.000  45 orang 

            
395.000.000  

45 orang          430.000.000  45 orang           430.000.000  DPKPP 

            
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah  Paket  
Pakaian  Dinas  
beserta  Atribut 
Kelengkapan 

2 paket          241.840.000  2 paket 
            

250.000.000  
2 paket          250.000.000  2 paket          250.000.000  2 paket 

            
250.000.000  

2 paket          250.000.000  2 paket           250.000.000  DPKPP 

1 04 01 2 05 09 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan 
dan Pelatihan 

32 orang          145.000.000  32 orang 
            

145.000.000  
32 orang          145.000.000  32 orang          145.000.000  32 orang 

            
145.000.000  

40 orang          180.000.000  40 orang           180.000.000  DPKPP 

1 04 01 2 06   
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah penyediaan 
layanan administrasi 
umum yang 
disediakan 

5 jenis       1.206.671.355  5 jenis 
         

1.476.265.366  
5 jenis       1.601.673.020  5 jenis       1.728.334.750  5 jenis 

         
1.856.263.097  

5 jenis       2.296.508.883  5 jenis        2.296.508.883  DPKPP 

1 04 01 2 06 02 
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah    Paket    
Peralatan    dan    
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

3 Paket          380.070.782  3 Paket 
            

523.265.366  
3 Paket          548.673.020  3 Paket          575.334.750  3 Paket 

            
653.263.097  

3 Paket          901.508.883  3 Paket           901.508.883  DPKPP 

1 04 01 2 06 04 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah   Paket   Bahan   
Logistik   Kantor   yang 
Disediakan 

2 Paket          173.246.837  2 Paket 
            

200.000.000  
2 Paket          200.000.000  2 Paket          200.000.000  2 Paket 

            
250.000.000  

2 Paket          300.000.000  2 Paket           300.000.000  DPKPP 

1 04 01 2 06 05 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

2 Paket            62.990.736  2 Paket 
              

63.000.000  
2 Paket            63.000.000  2 Paket            63.000.000  2 Paket               63.000.000  2 Paket            65.000.000  2 Paket             65.000.000  DPKPP 

1 04 01 2 06 06 
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 

3 dokumen            33.264.000  3 dokumen 
              

30.000.000  
3 dokumen            30.000.000  3 dokumen            30.000.000  3 dokumen               30.000.000  3 dokumen            30.000.000  3 dokumen             30.000.000  DPKPP 

1 04 01 2 06 09 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah      Laporan      
Penyelenggaraan      
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

70 laporan          557.099.000  75 laporan 
            

660.000.000  
85 laporan          760.000.000  90 laporan          860.000.000  90 laporan 

            
860.000.000  

100 laporan       1.000.000.000  100 laporan        1.000.000.000  DPKPP 

1 04 01 2 08   
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah penyediaan 
layanan  jasa 
penunjang urusan 
pemerintah daerah  

3 jenis       1.289.446.680  3 jenis 
         

1.040.000.000  
3 jenis       1.040.000.000  3 jenis       1.040.000.000  3 jenis 

         
1.040.000.000  

3 jenis       1.140.000.000  3 jenis        1.140.000.000  DPKPP 

1 04 01 2 08 01 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah     Laporan     
Penyediaan     Jasa     
Surat Menyurat 

1  Laporan            10.000.000  1  Laporan 
              

10.000.000  
1  Laporan            10.000.000  1  Laporan            10.000.000  1  Laporan               10.000.000  1  Laporan            10.000.000  1  Laporan             10.000.000  DPKPP 

1 04 01 2 08 02 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi Sumber 
Daya Air dan listrik 

Jumlah  Laporan  
Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

12 laporan            30.000.000  12 laporan 
              

30.000.000  
12 laporan            30.000.000  12 laporan            30.000.000  12 laporan               30.000.000  12 laporan            30.000.000  12 laporan             30.000.000  DPKPP 
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Tujuan Sasaran Kode 
Program, Kegiatan dan 

Sub Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

program, kegiatan 
dan sub kegiatan 

 Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(Tahun 2021)  

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Perangk

at 
daerah 
penang

gung 
jawab 

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

Target Rp Target  Rp  Target  Rp  Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp  

                                        

1 04 01 2 08 04 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

420 laporan       1.249.446.680  324 laporan 
         

1.000.000.000  
324 laporan       1.000.000.000  324 laporan       1.000.000.000  324 laporan 

         
1.000.000.000  

324 laporan       1.100.000.000  324 laporan        1.100.000.000  DPKPP 

1 04 01 2 09   

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah barang milik 
daerah yang 
dipelihara 

97 unit       1.148.924.150  50 unit 
         

1.050.000.000  
50 unit       1.050.000.000  50 unit       1.050.000.000  50 unit 

         
1.050.000.000  

50 unit       1.250.000.000  50 unit        1.250.000.000  DPKPP 

1 04 01 2 09 02 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

46 unit          807.676.400  37 unit 
            

800.000.000  
37 unit          800.000.000  37 unit          800.000.000  37 unit 

            
800.000.000  

37 unit          900.000.000  37 unit           900.000.000  DPKPP 

1 04 01 2 09 06 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah   Peralatan   
dan   Mesin   Lainnya   
yang Dipelihara 

51 unit          191.247.750  13 unit 
            

150.000.000  
13 unit          150.000.000  13 unit          150.000.000  13 unit 

            
150.000.000  

13 unit          150.000.000  13 unit           150.000.000  DPKPP 

1 04 01 2 09 09 
Pemeliharaan/Rehabilit
asi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilit
asi 

1 unit          150.000.000  1 unit 
            

100.000.000  
1 unit          100.000.000  1 unit          100.000.000  1 unit 

            
100.000.000  

1 unit          200.000.000  1 unit           200.000.000  DPKPP 
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BAB VII 

 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

 

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota 

Bontang Tahun 2021- 2026 yang tertuang dalam rencana strategis Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021- 

2026 disusun untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya visi, 

misi dan sasaran RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, 

indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan & Sasaran RPJMD 

No. 

Indikator 
Kinerja 

Pembangunan 
Daerah 

 
 

Satuan 

 Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(2020/2021)  

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 
Kinerja 

pada akhir 
periode 
RPJMD 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Target Target Target Target 

                   

  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

1 Jumlah rumah tangga pengguna air bersih 
rumah  
tangga 24.146 24.646 25.246 25.996 26.496 27.246 27.246 

2 Rumah tangga pengguna listrik (%) 
 

% 87,48 88,98 90,48 91,99 93,49 95,00 95,00 

3 Rumah tangga bersanitasi % 97,15 97,34 97,39 97,46 97,51 97,67 97,67 

4 Rasio rumah layak huni % 96,64 96,94 97,24 97,54 97,84 98,14 98,14 

5 
Persentase fasiltasi penyediaan dan 
rehabilitasi rumah bagi korban bencana 
kabupaten/kota 

 
 

% 
1 6 16 25 34 43 43 

6 
Persentase fasilitasi penyediaan rumah 
bagi masyarakat terdampak relokasi 
program pemerintah  

 
 

% 1 8,5 20,5 33,5 45,5 57,5 57,5 

7 
Persentase kawasan permukiman kumuh 
di bawah 10 ha yg ditangani 

 
% 13,5 26,99 40,49 72,06 97,3 100 100 

8 Persentase rumah tidak layak huni  
 

% 
 

2,71 2,67 2,63 2,59 2,55 2,53 2,53 



 

101 
RENSTRA KOTA BONTANG TAHUN 2021 – 2026 

No. 

Indikator 
Kinerja 

Pembangunan 
Daerah 

 
 

Satuan 

 Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(Tahun 
2021)  

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode RPJMD 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Target Target Target Target 

                   

9 
Persentase jalan lingkungan dalam kondisi 
baik 

 
% 91,96 92,38 92,80 93,22 93,64 94,06 94,06 

10 
Persentase drainase lingkungan dalam 
kondisi baik 

 
% 91,84 92,14 92,86 93,58 94,30 95,02 95,02 

11 
Persentase Ketersediaan Sarana dan 
Prasarana TPU  

 
% 48 54 60 66 72 78 78 

 URUSAN PERTANAHAN 

12 Penyelesaian kasus tanah negara 
 

% 50 65 70 80 90 100 100 

13 
Persentase penanganan sengketa tanah 
garapan 

 
% 100 100 100 100 100 100 100 

14 
Persentase penyelesaian masalah ganti 
rugi & santunan tanah 

 
% 0 25 50 75 100 100 100 

15 
Persentase tanah kosong yang 
dimanfaatkan 

% 
- - 10 30 40 50 50 

16 
Persentase penyediaan tanah untuk 
masyarakat 

 
% - 50 60 75 90 100 100 

17 Persentase kesesuaian tataguna tanah 
% 

10 - 10 10 10 10 10 




	Adapun faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya capaian kinerja diakibatkan karena kurangnya ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan yang mana terdapat beberapa kegiatan terutama kegiatan-kegiatan pengadaan lahan RTH yang membutuhkan proses yang cu...
	1. Rasionalisasi Anggaran yang disebabkan Wabah Covid-19 berdampak pada kurang tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah.
	2. Kurangnya ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan yang mana terdapat beberapa kegiatan terutama kegiatan-kegiatan pengadaan lahan RTH yang membutuhkan proses yang cukup panjang, yaitu terkait legalitas dan kajian administrasi, sehingga kegiatan tid...
	3. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum, mengalami kesulitan dalam sistem pengawasan pembangunan APBD dan APBN dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan operasional penunjang kegiatan tersebut.
	4. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, mengalami permasalahan dalam pelaksanaan penataan pemakaman karena kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana. Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).
	5. Bidang Pertanahan, mengalami permasalahan lebih kepada kurangnya ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan fasilitasi, sertifikasi lahan dan identifikasi tapal batas lahan.

